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ABSTRAK 
 
AGUS SETIAWAN ADI NUGROHO. E1104092. ANALISIS 
PENERAPAN YURISPRUDENSI SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM 
MEMUTUS PERKARA DILUAR DAKWAAN YANG DIAJUKAN JAKSA 
PENUNTUT UMUM (Studi Perkara di Pengadilan Negeri Boyolali). Fakultas 
Hukum UNS. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan 
mengenai penerapan yurisprudensi sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan 
putusan diluar dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Putusan tersebut 
dikeluarkan, dikarenakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kurang sempurna dan 
sebagai wujud pengembangan hukum progresif dimana Hakim bukan hanya 
sebagai corong undang-undang tetapi merupakan corong keadilan yang mampu 
memberikan putusan yang berkualitas dengan menemukan sumber hukum yang 
tepat. 
 
Bahwa putusan hakim  tidak harus berpedoman pada undang-undang 
sebagai prosedur mutlak sebab bila putusan hakim hanya berlandaskan prosedur, 
maka roh dan cita-cita dari Hukum Pidana(Hukum Materiil) maupun Hukum 
Acara Pidana (Hukum Formil) yang tertuang dalam asas-asas hukum tersebut 
tidak akan bisa diwujudkan. Hal ini bukan berarti prosedur hukum yang ada 
dalam undang-undang tidak perlu dilaksanakan tetapi harus diterapkan secara 
cerdas dan bijaksana, serta diharapkan semua pihak agar lebih kritis dalam 
menyikapi perkembangan hukum demi kesejahteraan bersama. 
 
Untuk meneliti permasalahan ini penulis berusaha menganalisis 
Yurisprudensi Mahkamah Agung NO. 675 K/Pid/1987, tanggal 21-03-1989 dan 
putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 02 / Pid. B /2007/PN.Bi dikaitkan 
Hukum Acara Pidana ,dengan menggunakan kajian dari segi filosofis dan yuridis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv 
MOTTO 
 
Berusaha dan Berjuang Sebelum Berharap 
 
Hari ini Harus lebih Baik Dari Hari Kemarin dan Hari Besok Harus 
Lebih Baik Dari Hari ini 
َكلا ُزِجاَعلاو ، ِتوَملا َدعب اَمِل َلِمَعَو ، ُھَسْفَن َناَد ْنَم ُسِّی
ِاللها ىَلَع ىَّنمَتَو اَھاوَھ ُھَسْفَن َعَبْتأ ْنَم َّيِناَمَلاا 
"Orang yang sempurna akalnya ialah yang mengoreksi dirinya dan bersedia 
beramal sebagai bekal setelah mati. Dan orang yang rendah ialah yang selalu 
menurutkan hawa nafsunya. Disamping itu, ia mengharapkan berbagai angan-
angan kepada Allah." (Nabi Muhammad SAW) 
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vi 
Kata Pengantar 
 
Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya 
dengan limpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan pembuatan 
skripsi ini yang berjudul : ANALISIS PENERAPAN YURISPRUDENSI 
SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA DILUAR 
DAKWAAN YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi 
Perkara di Pengadilan Negeri Boyolali) 
 
Penulisan hukum ini diawali ketertarikan penulisan pada perkembangan 
hukum progresif di Indonesia khususnya dalam penegakan hukum pidana  yang 
tentunya ditopang oleh hukum acara pidana. Sebenarnya yurisprudensi yang 
penulis teliti sudah biasa di pergunakan oleh para praktisi hukum khususnya 
hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi dikalangan akademisi yurisprudensi ini 
masih kurang familiar, sehingga dengan penulisan hukum ini akan memberikan 
wacana baru terutama pada akademisi hukum di bidang hukum acara pidana. 
 
Pada kesempatan ini penulis dengan setulus hati penulis menyampaikan 
rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung 
mapun tidak langsung telah memberikan bantuan dan masukan dalam 
penyelesaian skripsi ini, yaitu antara lain kepada : 
1. Bapak Moh. Jamin,S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan kerja 
kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara 
3. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulisan skripsi 
yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan 
dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini. 
4. Bapak Moh. Najib Imanullah S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum 
khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan 
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skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan 
penulis. 
6. Mamaku yang paling sabar Yuliana Atik Srisudarti dan ayahanda  Basuki atas 
seluruh cinta, pengorbanan serta segalanya yang diberikan kepada penulis, 
semoga Ananda dapat membalas budi jasa Mama dan Bapak dengan 
memenuhi harapan Mama dan Bapak kepada Ananda. 
7. Bapak Suyamto S.E., dan Ibu Srisudarni, atas semua bantuan dan bimbingan. 
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Mbak Ana, Nas Bowo, Mas Danang. 
10. Adikku satu-satunya Fransiska Novi Wulandari, Semoga menjadi manusia 
yang berguna dikemudian, hari rajin belajar, berprestasi,dan Hormat patuh 
sama Bapak Mama. 
11. Kunti Handani berserta keluarga  yang selalu setia menemani penulis, yang 
selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis. Terima kasih atas 
bantuanmu selama aku kuliah di fakultas hukum. Semoga Kita mampu meraih 
cita-cita dengan selalu mengharap Ridho Allah SWT. 
12. Teman-teman kost ”Budi Luhur” Mas Ecko, Pak Guru, Gigih, Fm, Komenk, 
Jerry, Habib, Rizky yang telah mengisi hari-hari Penulis dengan penuh 
keceriaan. 
13. Teman-teman Kos Baru Agustinus, Hasan, Dani, Rian 
14. Bapak dr. Mahmud terimakasih banyak atas bantuannya 
15. Bapak Anry Widyo Laksono, Terimakasih karena semua tidak akan berjalan 
dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan Anda 
16. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2004 dan 
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 
membantu penyusunan skripsi ini. 
 
Semoga Segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis pada 
khususnya akan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. 
 
viii 
Seperti pepatah lama bahwa “tiada gading yang tak retak” begitu pula 
penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan, maka dengan rendah hati 
penulis membuka untuk kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak, 
dan akhirnya Penulis berharap semoga Penulisan Hukum ini akan memberikan 
manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. 
 
      Surakarta, April 2008 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat Pengadilan dituntut 
untuk lebih peka terhadap segala permasalahan yang timbul dalam 
masyarakat. Permasalahan tersebut menjadi dilematis apabila diselesaikan 
dengan peraturan hukum yang ada saat ini,  karena hukum positif yang ada 
sekarang belum mampu mengimbangi perkembangan masalah sosial yang 
terjadi dalam masyarakat. Hakim dalam mengambil keputusan tidak dapat 
hanya berpedoman  sumber hukum yang berupa Undang-undang, akan tetapi 
juga perlu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku 
dalam masyarakat. 
 
Kekuasaan Kehakiman yang menjalankan peradilan (fungsi judikatif) 
untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat harus memiliki kekuasaan 
yang merdeka (independent), yaitu bebas dari tekanan atau pengaruh apapun. 
Hal ini tertuang dalam Amandemen UUD Tahun 1945 Pasal 24, Pasal 24A, 
Pasal 24B, dan Pasal 24C serta tertuang dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang 
kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 
 
Undang-undang Dasar menyebutkan bahwa salah satu pemegang 
kekuasaan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung disamping 
Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) UUD jo Pasal 10, Pasal 11 UU No. 4 
Tahun 2004).  Harapan masyarakat kepada Mahkamah Agung dalam upaya 
mewujudkan penegakan hukum yang adil dan bermartabat sangatlah besar. 
Memang pengadilan adalah muara terakhir semua upaya penegakan hukum. 
Sorotan kritikan bahkan hujatan orang kepada dunia peradilan pada umumnya, 
Mahkamah Agung pada khususnya, yang marak akhir-akhir ini adalah sisi 
negatif dari perhatian dan ekspektasi atau harapan besar masyarakat kepada 
dunia peradilan. (H.A Mukhsin Asyrof Varia Peradilan No. 252 November 
2006 : 73-74). 
 
  
 
1 
 
Dalam suatu negara hukum ”Kekuasaan Kehakiman” merupakan 
badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif 
dan konkritisasi oleh Hakim pada putusan-putusannya di depan pengadilan. 
Dengan ungkapan lain bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum 
yang diciptakan dalam suatu negara dalam usaha menjamin keselamatan 
masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, tidak ada artinya apabila tidak ada 
kekuasaan kehakiman yang dilakukan Hakim yang mempunyai kewenangan 
untuk memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam undang-
undang dan lain-lain peraturan hukum. 
 
Tampaklah badan-badan peradilan merupakan forum dimana segala 
lapisan penduduk dapat mencari keadilan serta menyelesaikan persoalan-
persoalan tentang hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum. Oleh 
sebab itu dapat dimaklumi keperluan akan adanya dan terselenggaranya 
peradilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat sangat 
diperlukan bagi terselenggaranya Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. 
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut disini figur Hakim sangat menentukan, 
melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya Hakimlah yang 
menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi 
peradilan itu. ( Nanda Agung Dewantara, 1987 : 25) 
 
Tugas Hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan 
Hukum”, yang di dalamnya tersimpul : bahwa Hakim sendiri dalam memutus 
perkara, harusnya berdasar hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan 
hukum. Sebab Hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan 
apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan 
kepadanya. (Nanda Agung Dewantara, 1987 : 50). 
 
Pendapat tersebut di atas apabila dihubungkan dengan yang tersurat di 
dalam Undang-undang Dasar 1945 mengenai : “Kebebasan Hakim” atau 
kebebasan Peradilan yang secara konstitusional dijamin oleh Undang-undang 
Dasar 1945,  maka kebebasan Hakim bukan merupakan hak Istimewa yang 
dimiliki Hakim untuk berbuat dengan sebebas-bebasnya, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh Hakim adalah kebebasan 
yang terikat/terbatas (Genbonden Vrijheid). 
 
Meskipun telah secara jelas kebebasan Hakim dalam menjalankan 
tugasnya dibatasi oleh Undang-undang, namun disisi lain Hakim sebagai 
penegak hukum dan keadilan dituntut pula wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 
(1) UU No. 4 Tahun 2004). 
 
Rasa keadilan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu 
berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri atau bersifat 
dinamis, sementara hukum berkembang dengan sangat lambat atau cenderung 
statis. Seiring dengan bergulirnya waktu kedua hal tersebut pada suatu ketika 
akan bertentangan. Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi Hakim dalam 
memutus suatu perkara yang diadilinya. 
 
Ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan ”Jika 
pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan 
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah 
dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Secara formal Pasal 191 ayat 
(1) KUHAP setelah dicermati dengan baik sebenarnya membatasi ruang gerak 
Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Pidana. Pembatasan tersebut 
semakin jelas apabila ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 143 
KUHAP yang mengatur tentang Surat Dakwaan. 
 
Pasal 143 KUHAP, secara eksplisit memang tidak dengan tegas 
menyatakan membatasi kewenangan Hakim dalam memeriksa dan memutus 
perkara-perkara pidana, namun dilihat dari pengertian surat dakwaan sendiri 
yaitu : ”surat yang diberikan tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, 
yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak 
pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana 
sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai 
uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat 
mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang 
pengadilan.” (Harun M. Husein : 2005 : 43). Pasal 191 ayat (1) KUHAP jika 
dihubungkan dengan pengertian surat dakwaan nampak adanya pembatasan 
kewenangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, karena 
dari pengertian tersebut Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan 
hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh 
Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. 
 
Meskipun sudah ada ketentuan larangan bagi Hakim untuk tidak boleh 
menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak 
terbukti, atau tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat 
dakwaannya, ternyata dalam praktek peradilan ada Hakim yang menjatuhkan 
putusan diluar dakwaan yang diajukan jaksa Penuntut Umum. 
 
Seperti halnya dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali yang 
mengadili perkara Nomor : 02 / Pid.B / 2007 / PN.Bi tanggal 22 Maret 2007, 
dalam perkara terdakwa I Agus Santoso dan Terdakwa II Yusroni telah 
menjatuhkan putusan dengan menyatakan bersalah serta menghukum para 
terdakwa dengan putusan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
 
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor : 02 / Pid.B / 
2007 / PN.Bi tanggal 22 Maret 2007 dengan terdakwa I Agus Santoso dan 
terdakwa II Yusroni disusun secara Subsidaritas,  yaitu : 
       1.  Primair Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
       2.  Subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP 
 
Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara tersebut 
menjatuhkan putusan dengan Nomor 2. /Pid.B/2007/PN.Bi, sebagai berikut : 
       1. Menyatakan terdakwa I Agus Santoso dan terdakwa II Yusroni tersebut di 
atas tidak secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
dalam dakwaan Primair dan dakwaan subsidair ; 
       2. Membebaskan terdakwa I Agus Santoso dan terdakwa II Yusroni dari 
dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ; 
       3. Menyatakan terdakwa I Agus Santoso dan terdakwa II Yusroni tersebut di 
atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap 
orang; 
       4. Menjatuhkan pidana tehadap para terdakwa tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ; 
       5. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan 
sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
       6. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
       7. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah TV Merk Toshiba 
berwarna, 21 inchi, akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum 
untuk ditentukan statusnya dalam perkara lain, 2 (dua) batang kayu dengan 
panjang 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan ; 
       8. Membebani para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).  
 
Menurut Penulis ada penyimpangan terhadap penerapan Pasal 191 ayat 
(1) KUHAP yang menyatakan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 
pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka 
terdakwa diputus bebas”.  Kenyataannya Majelis Hakim yang mengadili 
perkara tersebut tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 
191 ayat (1) KUHAP, akan tetapi dengan berpijak pada Yurisprudensi 
putusan MA No. 675 K/pid/ 1987, tgl 21-03-1989 sebagai dasar hukum telah 
menjatuhkan putusan berupa menyatakan bersalah serta menghukum para 
terdakwa dengan putusan di luar dakwaan Jaksa penuntut Umum. 
 
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut apabila 
berpedoman pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, seharusnya majelis Hakim akan 
menjatuhkan putusan bebas kepada para terdakwa karena dalam pemeriksaan 
di sidang pengadilan para terdakwa tidak secara sah dan menyakinkan 
melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik 
dalam dakwaan primair yaitu Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
maupun dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. 
Sebaliknya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut 
menjatuhkan putusan yang menyatakan bersalah para terdakwa secara sah dan 
menyakinkan melakukan tidak pidana di muka umum bersama-sama 
melakukan kekerasan terhadap orang Pasal 170 ayat (1) KUHP. 
 
Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memutus 
perkara di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan berpijak pada 
Yurisprudensi putusan MA No. 675 K/pid/ 1987, tgl 21-03-1989 sebagai 
dasar hukum, telah menarik Penulis untuk meneliti permasalahan tersebut 
dengan menyusun sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : 
ANALISIS PENERAPAN YURISPRUDENSI SEBAGAI DASAR 
HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA DILUAR DAKWAAN 
YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Perkara di 
Pengadilan Negeri Boyolali) 
 
B. Perumusan Masalah 
 
Berpijak dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, 
penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
       1. Mengapa yurisprudensi dapat dipergunakan sebagai dasar hukum dalam 
memutus perkara diluar dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum 
dalam perkara Nomor : 02 / Pid.B / 2007 / PN.Bi tanggal 22 Maret 2007, 
berdasarkan alasan  juridis dan filosofis ? 
       2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh majelis hakim 
Pengadilan Negeri Boyolali pada saat pemeriksaan maupun dalam 
menjatuhkan putusan diluar dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum 
dalam perkara Nomor : 02 / Pid.B / 2007 / PN.Bi tanggal 22 Maret 2007 ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan 
tujuan tersebut dapat diperoleh solusi atau jawaban atas masalah yang 
dihadapi. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini 
mempunyai tujuan sebagai berikut : 
 
    1. Tujuan Obyektif : 
       a. Untuk mengetahui alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang 
kuat, diterapkannya yurisprudensi sebagai dasar hukum mememutus 
perkara diluar dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum baik alasan 
secara juridis maupun alasan filosofisnya ; 
       b.  Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh majelis hakim 
Pengadilan Negeri Boyolali pada saat pemeriksaan maupun dalam 
menjatuhkan putusan diluar dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum 
dalam perkara Nomor : 02 / Pid.B / 2007 / PN.Bi tanggal 22 Maret 2007 ; 
 
    2. Tujuan Subyektif : 
       a. Untuk mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan dalam 
penyelesaian penyusunan skripsi, guna memenuhi syarat untuk mencapai 
gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
       b. Sebagai cara untuk menerapkan serta mendalami teori dan ilmu 
pengetahuan yang telah diperoleh selama menepuh kuliah di Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
       c. Sebagai sarana untuk menambah serta mengembangkan wawasan dan 
pengalaman dalam dunia kerja khususnya dalam bidang peradilan. 
D. Manfaat Penelitian 
 
Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat 
diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
    1. Manfaat Teoritis 
       a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum pada umumnya 
dan Hukum Acara Pidana pada khusunya serta memperkaya referensi 
Hukum Acara Pidana terutama dalam penanganan perkara-perkara pidana 
bila terjadi dakwaan yang tidak sempurna. 
       b. Menjadikan hasil Penelitian ini dasar dan acuan untuk penelitian hukum 
selanjutnya dalam perkara sejenis atau yang lebih spesifik. 
 
    2.  Manfaat Praktis 
       a. Agar dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, 
yaitu Masyarakat pada umumnya dan akademisi hukum serta para praktisi 
hukum pada khususnya. 
       b. Menyumbangkan wawasan kepada masyarakat tentang pertimbang-
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum sebagai wujud Hakim adalah corong keadilan, bukan 
hanya corong Undang-undang. 
       c. Mengembangkan kemampuan Penulis dalam menyusun karya ilmiah 
dibidang hukum dengan metode yang ilmiah. 
 
E. Metode Penelitian 
 
    1. Jenis penelitian 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan 
konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 
sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti 
tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu 
(Soerjono Soekanto, 2006 : 42). 
 
Sebagai penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk penelitian 
hukum empiris karena penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup 
dalam masyarakat dalam kesehariannya (law in action), serta data yang 
diutamakan adalah data primer yang berupa narasumber atau informan 
yaitu Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang menjatuhkan putusan diluar 
dakwaan dalam perkara. 
 
    2. Sifat penelitian 
Penelitian bersifat deskriptif, metode ini digunakan untuk 
melaporkan atau menggambarkan suatu penelitian dengan cara 
mengumpulkan data-data, mengklasifikasikannya, menganalisis, dan 
menginterprestasikan data yang ada. Dalam penelitian ini, Penulis 
berusaha memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang alasan-
alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang kuat diterapkannya 
yurisprudensi sebagai dasar hukum mememutus perkara diluar dakwaan 
yang diajukan Jaksa Penuntut Umum baik alasan secara juridis maupun 
alasan filosofisnya 
 
    3. Pendekatan penelitian 
Pendekatan penelitian dalam penulisan Hukum ini adalah secara 
kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada, yaitu bahwa tidak semua 
sumber data dipergunakan tetapi hanya data-data yang dianggap penting 
dan berkaitan langsung dengan penelitian.  
 
    4. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Boyolali.  
 
    5. Jenis data 
Jenis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah: 
       a. Data primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama yang berhubungan dengan objek penelitian. Data primer ini akan 
penulis dapat dari keterangan dan penjelasan dengan melakukan 
wawancara kepada orang-orang yang dapat memberikan informasi yang 
dibutuhkan . 
 
       b. Data sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 
langsung dari data sumber untuk mendukung dan melengkapi data primer 
yang berhubungan dengan masalah, misalnya bahan dalam buku-buku, dan 
literatur-literatur lainnya, serta arsip atau dokumen-dokumen. 
 
    6. Sumber data 
       a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 
langsung dari lapangan, yang dalam penelitian ini adalah semua pihak 
yang dapat memberikan keterangan secara langsung mengenai segala hal 
yang berkaitan dengan objek penelitian. 
 
       b. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung 
sumber data primer, sumber data sekunder dibedakan menjadi : 
1). Bahan hukum primer 
Ø Undang-undang Dasar 1945 
Ø Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
Ø Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
Ø Yurisprudensi Mahkamah Agung MA No. 675 K/Pid/1987, 
tanggal 21-03-1989. 
Ø Salinan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 02 / Pid.B / 
2007 / PN.Bi tanggal 22 Maret 2007. 
 
2). Bahan hukum sekunder 
Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan 
bahan menganalisis bahan hukum primer, terdiri dari : 
a) Buku-buku ilmiah di bidang Hukum 
b) Makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana 
c) Literatur dan hasil-hasil penelitian 
3). Bahan hukum tersier 
Adalah semua bahan hukum yang memberikan informasi 
tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti : 
Ø Majalah dan surat kabar 
Ø Kamus ensiklopedis 
Ø Internet. 
 
    7. Teknik Pengumpulan Data 
       a. Wawancara 
Wawancara  adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan 
cara melakukan tanya jawab dengan responden atau informan. Jenis 
wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka yang akan 
dilakukan dengan bebas terpimpin, yaitu di dalam pedoman wawancara 
hanya dicantumkan hal-hal pokok yang dicantumkan. Kemudian peneliti 
dapat bertanya secara bebas dalam kalimatnya sendiri sehingga setiap 
informasi dapat digali secara mendalam.  
 
       b. Studi kepustakaan 
Studi dokumen adalah suatu bentuk pengumpulan data dengan cara 
membaca literatur, hasil penelitian, dokumen dan peraturan yang 
berhubungan dengan objek penelitian. 
 
    8. Teknik analisis data 
Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan 
data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema 
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 
 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif 
(interaktif model of analisis), yaitu data yang dikumpulkan melalui tiga 
tahap, yaitu meredukasi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. 
Dalam proses ini dilakukan suatu proses antar tahap-tahap, sehingga data 
yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar 
data yang mendukung penyusunan laporan penelitian. Tiga tahap tersebut 
adalah: 
       a. Reduksi data 
Bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, 
membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data 
sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.  
 
       b. Sajian data 
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam 
bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. 
 
       c. Penarikan simpulan dan verifikasi 
Peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ia 
temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, 
pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, 
dan berbagai proposisi. Peneliti yang ahli menangkap berbagai hal tersebut 
secara kuat, namun tetap terbuka dan bersifat skeptis. Konklusi-konklusi 
dibiarkan tetap di situ, yang pada waktu awalnya mungkin kurang jelas. 
Kemudian semakin meningkat secara eksplisit, dan juga memiliki 
landasan yang semakin kuat. Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai 
pada waktu proses pengumpulan data berakhir (H.B.Sutopo, 2002 : 92-
96). 
 
Berikut ini ilustrasi bagan dari analisis data: 
Pengumpulan Data
 
Gambar 2 : Bagan Analisis Interaktif 
(H.B. Sutopo, 2002 : 96) 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Penulisan hukum ini terbagi dalam empat bab yang setiap bab dibagi 
dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman 
terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum 
ini adalah sebagai berikut : 
 
 BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang membuat 
penulis tertarik untuk meneliti yaitu apabila suatu perkara pidana yang 
diperiksa di dalam sidang pengadilan ada unsur dalam surat dakwaan yang  
tidak terbukti secara sah dan menyakinkan maka terdakwa harus dibebaskan 
(Pasal 191 ayat (1) KUHAP), akan tetapi dengan suatu pertimbangan yang 
bertujuan demi keadilan hakim menjatuhkan keputusan pidana kepada 
terdakwa diluar dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Dalam bab ini 
juga diuraikan tentang perumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, 
manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika 
penulisan hukum. 
 
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab dua akan disajikan kajian teoritis yang bersumber dari 
pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis 
teliti, serta disajikan kerangka pemikiran dalam melaksanakan penelitian ini. 
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dalam bab ini 
penulis akan berusaha memaparkan secara terperinci mengenai pertimbangan-
petimbangan serta alasan-alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali 
dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang 
didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung, baik dari segi filosofis 
maupun Juridis. Dan juga memaparkan proses pemeriksaan yang dilakukan 
Majelis Hakim di dalam sidang pengadilan sehingga menjatuhkan putusan 
diluar dakwaan berserta hambatan-hambatan yang dihadapi Majelis Hakim 
untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. 
 
 BAB IV  : PENUTUP 
Meyajikan simpulan dari hasil pembahasan perumusan masalah di 
dalam bab tiga serta saran dari penulis tentang permasalahan yang diteliti yang 
diharapkan akan menjadi masukan berguna bagi para pihak terkait. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teoritis 
 
    1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana 
 
       a. Definisi Hukum Acara Pidana 
 
Pandangan para ahli hukum mengenai definisi Hukum Acara 
Pidana, menurut Simon bahwa pengertian Hukum Acara pidana adalah 
upaya mengatur bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapanya 
mempergunakan haknya untuk memidana. Van bemmelen berpendapat 
bahwa Simmon Terhadap definisi Hukum Acara Pidana agak sempit dan 
kurang tepat karena hanya menitikberatkan bagaimana hukum pidana 
materiil harus dilaksanakan, namun disisi lain mengabaikan tugas pokok 
Hukum Acara Pidana  yaitu mencari dan mendapatkan kebenaran yang 
selengkap-lengkapnya. Hukum Acara Pidana tidak selalu dapat 
melaksanakan Hukum Pidana Materiil, sebab Hukum Acara Pidana sudah 
dapat bertindak meskipun baru terdapat persangkaan tentang adanya orang 
yang melanggar atau memenuhi aturan-aturan hukum pidana. 
 
Dalam konteks menurut doktrin Hukum Acara Pidana adalah 
peraturan yang berisikan ketentuan yang mempertahankan Hukum Pidana 
Materiil. Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan Hukum Acara Pidana 
itu dengan menyebutkan : “jika suatu perbuatan dari seorang tertentu 
menurut peraturan Hukum Pidana merupakan perbuatan yang diancam 
dengan Hukum Pidana, jadi jika ternyata ada hak Badan Pemerintah yang 
bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapatkan hukuman 
pidana, timbulah soal cara bagaimana hak menuntut itu dapat 
dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan, 
yang menjatuhkan suatu hukuman pidana, harus dijalankan. Hal ini semua 
harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan Hukum Acara Pidana.” 
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Menurut Seminar Hukum Nasional Pertama Tahun 1963, Hukum 
acara Pidana adalah norma hukum berwujud wewenang yang diberikan 
kepada negara untuk bertindak apabila ada persangkaan bahwasanya 
Hukum Pidana telah dilanggar. Ketentuan Hukum Acara Pidana 
Mempunyai korelasi erat Hukum Pidana sebagai suatu rangkaian 
peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan 
Pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan 
harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan Hukum 
Pidana yang ketentuan tersebut sebagaian besar terdapat dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP, Wet van Strafrecht) dan 
sebagaian lagi dimuat dalam berbagai peraturan baik Perundang-undangan 
pusat maupun Perundang-undangan Daerah. (Lilik Mulyadi : 1996:4). 
Ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia telah diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor : 8 Tahun 
1981, LNRI 1981-76) yang merupakan hukum formal yang bertugas untuk 
menegakkan hukum materiil (Hukum Pidana KUHP). 
 
       b. Tujuan dan Tugas Hukum Acara Pidana 
 
   Pada hakekatnya tujuan utama Hukum Acara Pidana adalah 
“untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati 
kebenaran materiil.” Kebenaran Materiil adalah Kebenaran yang 
selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan 
ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan 
untuk : 
 
Ø Mencari siapakah Pelaku yang dapat didakwakan melakukan 
pelanggaran hukum. 
Ø Meminta pemeriksaan dan putusasan dari pengadilan guna 
menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan 
apakah yang didakwakan ini dapat dipersalahkan. 
 
Berdasarkan tujuan Hukum Acara Pidana tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa tugas Pokok Hukum Acara Pidana adalah : 
1) Menemukan dan mencari kebenaran materiil 
2) Memberikan suatu keputusan Hakim 
3) Melaksanakan Keputusan Hakim 
 
       a. Azas-Azas Dalam Hukum Acara Pidana 
1) Azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (Contante justitie), 
Tertuang dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3e dan dijabarkan 
dalam banyak Pasal KUHAP, serta dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.4 
Tahun 2004. 
2) Perlakuan yang sama bagi semua orang di depan hukum (Equal befor 
the law) atau dalam bahasa Belanda gelijkheid van ieder voor de wet 
yang berarti bahwa hukum pidana tidak mengenal apa yang disebut 
forum prevelegiatum atau peraturan yang bersifat khusus bagi pelaku. 
Tertuang dalam Pasal 5 ayat UU No. 4 Tahun 2004 dan Penjelasan 
umum huruf 3a KUHAP. 
3) Azas legalitas atau legaliteits beginsel, bahwa semua perkara yang 
memenuhi semua syarat yang ditentukan oleh hukum maka penuntut 
umum harus menuntutnya di muka pengadilan (Pasal 140 (2a) dan 
Pasal 14 KUHAP). 
4)  Azas oportunitas atau Opportuniteists beginsel bahwa Jaksa Agung 
diberikan suatu kewenangan untuk mengesampingkan perkara, dalam 
artian tidak mengajukan suatu perkara untuk diadili oleh pengadilan 
apabila kepentingan umum atau kepentingan hukum menghendaki 
demikian. 
5) Keterbukaan dari suatu proses peradilan atau openbaarheid van het 
proces yang berarti bahwa putusan pengadilan itu harus selalu 
diucapkan di dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum, juga 
sering diistilahkan bahwa putusan dari pengadilan selalu dibacakan 
dengan melaksanakan met open deuren (pintu-pintu terbuka) kecuali 
dalam hal-hal tertentu (Pasal 153 KUHAP). 
6) Azas praduga tidak bersalah (presumption of innuocence), bahwa 
seorang terdakwa harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah 
sebelum kesalahan yang didakwakan kepadanya dinyatakan telah 
terbukti oleh pengadilan dan putusan pengadilan telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde). 
7) Larangan untuk main hakim sendiri (verbod van eigen rechting). 
8) Kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana 
(onafhankeijkheid der rechterlijk macht), sehingga sama sekali tidak 
boleh terjadi dalam mengadili sesuatu perkara pidana hakim mendapat 
tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apa pun, baik dari individu 
maupun dari penguasa. 
9) Hakim bersifat pasif (iudex ne procedar ex officio), bahwa hakim 
harus bersikap menunggu sampai pejabat yang berwenang melakukan 
penuntutan yaitu Penuntut Umum telah mengajukan suatu perkara 
kepadanya untuk diadili. 
10) Azas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatanya (Pasal 31 UU 
no. 4 tahun 2004). 
11) Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. 
12) Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan (Pasal154 dan 155 
KUHAP) 
 
    2. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan 
 
       a. Pengertian Surat Dakwaan 
 
Apa yang dimaksud dengan surat dakwaan tidak dirumuskan oleh 
perundang-undangan sehingga hanya mengikuti kebiasaan praktek dan 
yurisprudensi, walaupun demikian A.Karim Nasution di dalam bukunya 
”Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana” telah memberikan 
pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Surat Tuduhan (Dakwaan)  
:”Tuduhan atau tenlasteleging adalah suatu surat atau acte yang memuat 
suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara 
dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang 
merupakan dasar bagi Hakim  untuk melakukan pemeriksaan, yang bila 
nyata cukup terbukti terdakwa dapat dijatuhi pidana.” (Prapto Soepardi, 
1991 : 22). Sedangkan Mr. I.A. Nadenburg, yang juga dikutip oleh Karim 
Nasution menyatakan :”Surat ini adalah surat yang sangat penting dalam 
pemeriksaan perkara pidana karena ialah yang merupakan dasarnya, dan 
menentukan bagi pemeriksaan hakim.” 
 
Pemeriksaan itu tidak batal, jika batas-batas itu dilampaui, tetapi 
putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak 
dalam batas-batas itu. Sebab itu terdakwa tidaklah dapat dihukum karena 
suatu tindak pidana yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan, tetapi 
tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu 
yang memang ada, tetapi dituduhkan. 
 
Tidak dapat dihukum karena tindak pidana yang pada pokoknya 
sama, jika tindak pidana telah terjadi secara lain daripada yang telah 
dinyatakan.  
 
M. Yahya Harahap mendefinisikan surat dakwaan sebagai berikut : 
”Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa 
pengertian : surat/acte yang memuat perumusan tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan 
dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal 
tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat 
dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang 
pengadilan.” (M.Yahya Harahap. 1988 : 414). 
 
A. Soetomo, merumuskan surat dakwaan sebagai berikut : ”Surat 
dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum 
yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara kepengadilan 
yang memuat identitas pelaku pembuat tindak pidana, kapan dan dimana 
perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap 
mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh 
terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari Undang-
undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak 
pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah 
benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul 
terdakwa adalah pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan untuk 
perbuatan tersebut.”(Harun M. Husein, 1994 : 44). 
 
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan 
mengenai pengertian surat dakwaan, yaitu : Surat atau acte oetentik yang 
dibuat oleh penuntut Umum, berisi suatu uraian yang melukiskan tentang 
suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh 
terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan 
pengadilan, juga menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. 
Apabila ternyata cukup bukti terdakwa dijatuhi pidana akan tetapi apabila 
sebaliknya terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan 
hukum. Sebab itu terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindakan 
yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan, dengan kata lain surat 
dakwaan juga mempunyai kekuatan mengikat bagi Hakim dalam 
menjatuhkan putusan. 
 
       b. Arti Penting Surat Dakwaan 
 
Harian Kompas tanggal 9 Agustus 1974 pernah sedikit 
menyinggung mengenai arti pentingnya surat dakwaan, sebagai berikut : 
Bagi Jaksa surat tuduhan harus dianggap sebagai mahkotanya, sebab dari 
sanalah Jaksa akan memulai tugasnya sebagai wakil negara untuk 
membuktikan seseorang yang dihadapkan ke pengadilan memang bersalah 
atau tidak bersalah. Sayang mahkota yang berharga itu masih banyak yang 
kurang mengerti. Hal ini tidak berarti hukum lantas tidak dapat 
ditegakkan, hanya saja jadi kurang mantap, kuasa hukumnya menjadi 
kurang.” Demikian arti pentingnya surat dakwaan bagi seorang Jaksa 
Penuntut Umum dalam proses acara pidana ialah untuk menggerakkan 
proses dalam memajukan seseorang di muka sidang pengadilan, sebagai 
dasar penuntutan. Harus sudah jelas dakwaan apa yang dikenakan dan di 
mana diketemukannya pasal-pasal dari perundang-undangan yang 
didakwakan itu. 
 
Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 menyatakan : 
“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, 
karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat 
keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah 
bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. A. Karim 
Nasution, dalam bukunya ”Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana” 
halaman 76, menuliskan bahwa surat dakwaan mempunyai 2 (dua) segi, 
yaitu : 
1). Segi Positif : Dapat dikatakan bahwa keseluruhan isi dari surat 
dakwaan baik yang mengenai perbuatan yang nyata dan kongkrit 
yang dapat dibuktikan, harus juga dapat diambil keputusan Hakim 
menjadi dasar keputusan. 
2). Segi Negatif : Dari apa yang dinyatakan terbukti dalam pemeriksaan, 
harus juga dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan. 
 
Dengan demikian maka surat dakwaan keberadaannya akan sangat 
berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam sidang pengadilan 
(hakim, Jaksa/Penuntut Umum, dan terdakwa atau penasehat hukumnya). 
Peranan Surat dakwaan bagi masing-masing pihak tersebut adalah : 
1). Bagi Jaksa penuntut Umum peranan dalam hal untuk melakukan 
tuntutan terhadap terdakwa, dasar pembuktian tentang tindak pidana 
yang dilakukan oleh terdakwa, dan dalam hal adanya upaya hukum 
dikemudian hari surat dakwaan akan menjadi dasar pembahasannya. 
   2). Bagi Penasehat Hukum terdakwa, surat dakwaan berperan dalam hal 
untuk mengadakan pembelaan tentang apa yang didakwakan. 
3). Bagi Hakim akan sangat berperan dalam hal sebagai landasan 
pemeriksaan di sidang pengadilan untuk memutuskannya, surat 
dakwaan bagi Hakim akan mengikat, dalam artian Hakim tidak boleh 
memutus sesuatu yang tidak dituntut oleh Penuntut Umum. 
 
    3. Penegakan Hukum Pidana 
 
Penegakan hukum sebagai bentuk kongkrit penerapan hukum 
sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, 
manfaat hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individu atau 
sosial. Tetapi karena penegakan hukum tidak mungkin terlepas dari aturan 
hukum, pelaku hukum, lingkungan tempat terjadi proses penegakan 
hukum, maka tidak mungkin ada pemecahan persoalan penegakan hukum 
apabila hanya melirik pada proses penegakan hukum, apa lagi lebih 
terbatas pada penyelenggaraan peradilan. (Bagir Manan, 2005 : 4). 
 
Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum 
adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, disini 
tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang 
dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. 
 
Selain berupa rumusan peraturan-peraturan, tentunya keinginan-
keinginan hukum (pikiran-pikiran pembuat undang-undang) adalah juga 
supaya hukum itu dilaksanakan, setelah itu diharapkan akan tercipta 
kedamaian pergaulan hidup. 
 
Proses penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan 
hukumnya dibuat atau diciptakan. Dalam nada yang mungkin agak ekstrim 
bisa dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum 
dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan 
hukum yang harus dilaksanakan itu dibuat. Apabila badan legislatif 
membuat suatu peraturan yang sulit sekali untuk dilaksanakan dalam 
masyarakat, maka sejak saat itu sebenarnya badan legislatif tersebut telah 
menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menegakkan 
aturan tersebut. Itulah sebabnya para pembuat undang-undang juga 
merupakan unsur penegak hukum. 
 
Penegak hukum menempati posisi yang sangat penting, sebab para 
penegak hukum yang lebih utama menentukan dilaksanakan atau tidaknya 
suatu peraturan. Di sini yang dimaksudkan dengan penegak hukum adalah 
Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang dalam kehidupan sehari-hari 
sering disebut ”Trio Penegak Hukum.” 
 
Unsur ketiga dari penegakan hukum itu adalah lingkungan, 
masalah lingkungan ini bisa dikaitkan kepada manusia secara pribadi serta 
kepada para penegak hukum sebagai lembaga. Kedua hal tersebut 
cenderung mempengaruhi proses penegakan hukum, tidak dipersoalkan 
apakah pengaruh itu besar atau kecil. (Satjipto Rahardjo : 1983 : 36). 
 
Apa yang terjadi sebagai konsekuensi dari kondisi pribadi 
penegakan hukum di atas ?. Bisa saja terjadi bahwa penegak hukum 
menjadi tidak konsekuen melaksanakan fungsinya atau bisa 
menyelewengkan fungsinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Bagir Manan 
”Harus diakui, bahwa dalam menjalankan kekuasaan pasti ada hukum 
untuk menjalankan kekuasaan. Masalah akan timbul pada saat kekuasaan 
itu tidak mempunyai pertalian atau dipertalikan dengan masyarakat, 
melainkan dengan kepentingan kekuasaan belaka. Disini hukum dibuat 
demi dan sebagai alat menyelenggarakan kekuasaan dan tidak jarang 
berseberangan dengan kepentingan rakyat banyak. Dalam suasana seperti 
ini, benarlah ungkapan atau pandangan yang menyatakan hukum semata-
mata alat yang berkuasa untuk menindas rakyat banyak. Hukum semacam 
ini tidak akan mencerminkan kepentingan atau memberikan manfaat 
terutama dalam makna hukum yang adil. Karena itu betapa pentingnya 
meletakkan dasar-dasar, proses pembentukan hukum dalam satu tatanan 
kekuasaan yang bertalian atau dipertalikan dengan kepentingan rakyat 
banyak. Selanjutnya dapat disebutkan, mengingat hukum itu sekedar suatu 
produk, tidak pula berlebihan apabila dikatakan bahwa sistem, corak, dan 
sifat kekuasaan merupakan para kondisi yang harus ada sebagai dasar 
menciptakan dan menegakkan hukum yang adil dan berkeadilan”. (Bagir 
Manan : 2005 : 6). 
 
Atas dasar uraian di atas, nyatalah bahwa kedudukan manusia 
sebagai penegak hukum menempati kedudukan yang sangat penting dan 
menentukan dalam proses penegakan hukum. Hukum (peraturan) 
sesempurna apapun bila tidak didukung oleh niat baik dari para penegak 
hukum tidak akan mempunyai arti, sebaliknya hukum (peraturan) yang 
kurang sempurna bisa mencapai tujuan apabila para penegak hukum 
bijaksana dan memiliki niat yang baik. secara konseptual, maka inti dari 
penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-
nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 
mengejawantahan dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 
tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan 
kedamaian hidup. (Soerjono Soekanto, 1983 : 5). 
 
    4. Hakim dan Penemuan Hukum 
 
Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman 
sebagai hasil revisi Undang-undang No. 14 Tahun 1970, BAB IV tentang 
hakim dan Kewajibannya, Pasal 28 ayat (1) dinyatakan bahwa : ”Hakim 
Wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat.” selanjutnya dalam penjelasan 
dari Pasal tersebut disebutkan : “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan 
Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Ketentuan 
Pasal 28 ayat (1) ini merupakan pengulangan dengan sedikit perubahan 
dari Pasal 27 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang digantikannya. 
 
Ketentuan di atas tersirat secara juridis maupun filosofis bahwa 
Hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan 
penemuan hukum dan penciptaaan hukum, agar putusan yang diambilnya 
dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini 
berlaku bagi semua tingkatan, baik hakim tingkat pertama, tingkat banding 
maupun tingkat kasasi atau Hakim Agung. 
 
Hal menarik yang perlu di catat disini adanya penjelasan Pasal 30 
ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung 
yang berbunyi : ”Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung 
berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat. Disebut menarik, karena isi sebagaimana 
penjelasan tersebut tidak ada dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung yang lama. Penjelasan tersebut, secara juridis 
maupun filosofis mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal 28 ayat 
(1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 di atas, sehingga dapat dipandang 
sebagai penegasan bahwa seseorang Hakim Agung karena keluhuran 
jabatannya, harus dapat melakukan penemuan hukum bahkan kalau 
mungkin terobosan hukum dalam upaya mewujudkan dan memenuhi rasa 
keadilan masyarakat melalui putusan-putusan yang diambilnya dalam 
penyelesaian perkara yang disodorkan kepadanya.  
 
Harapan pada Mahkamah Agung berarti harapan pada Hakim 
Agung pada khususnya, para Hakim dalam semua tingkatan pada 
umumnya, karena hakim adalah elemen utama suatu peradilan. Secara 
normatif administratif, tugas atau peran hakim adalah menerima dan 
mengadili perkara. Dalam proses mengadili, secara filosofis hakim 
memang bukan saja menerapkan hukum (rechtstoepassing), tetapi juga 
harus menemukan hukum (rechtsvinding) dan membentuk/menciptakan 
hukum (rechts-schepping) . 
 
Dalam Praktek dunia peradilan dikenal adanya dua tahap peradilan 
yaitu judex facti dan peradilan kasasi (judex jurist). Sebagaimana tersirat 
dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang No. 4 Tahun 2004, karena itu 
ada hakim yang harus memeriksa duduknya perkara, peristiwa-peristiwa 
kongkret sehari-hari untuk dicarikan dan ditentukan hukumnya. Merekalah 
Hakim di peradilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagai judex 
facti. Hakim Agung adalah hakim kasasi yang harus memeriksa apakah 
judex facti telah benar dalam penerapan hukum. Walaupun dunia peradilan 
Indonesia tidak menganut asas precedent (the binding force of precedent), 
namun bagaimana juga, putusan-putusan Hakim agung sebagai Hakim 
Kasasi akan sangat mewarnai dan menggarami pembentukan dan 
penegakan hukum di negeri ini. (Bagir Manan, 2006 : 75). 
 
Menurut Charles Louis de secondat Montesquieu, dikutip dari 
sudikno ”Undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif, oleh 
karena itu menurutnya, demi kepastian hukum, demi kesatuan hukum, dan 
demi perlindungan hukum bagi kebebasan warga negara dari ancaman 
kebebasan hakim, maka hakim harus berada di bawah dan tunduk terhadap 
Undang-undang. Dengan demikian pola pikir hakim dalam proses 
peradilan hanyalah berbentuk penalaran logisme. Yakni menjadikan 
Undang-undang seperti mayor, peristiwa kongkret yang disodorkan 
kepadanya sebagai premis minor, lalu dari padanya Hakim menarik 
kesimpulan. Aliran klasik ini sering juga disebut aliran legisme atau 
positivisme Undang-undang. (Bagir Manan, 2006 : 76). 
 
Aliran yang membolehkan penemuan hukum oleh hakim dalam 
proses peradilan adalah aliran Freirechtbewegung. Aliran ini berpendapat 
bahwa tidak seluruh hukum ada dalam Undang-undang karena disamping 
Undang-undang masih ada sumber-sumber hukum lainnya yang dapat 
digunakan hakim dalam penemuan hukum. menurut aliran ini hakim tidak 
semata-mata mengabdi pada kepastian hukum, melainkan juga 
merealisasikan keadilan. Hakim memang harus menghormati undang-
undang melainkan harus menggunakan undang-undang sebagai sarana 
untuk menemukan pemecahan hukum dari setiap peristiwa yang 
disodorkan kepadanya, yang dapat menjadi pedoman bagi pemecahan 
peristiwa kongkrit serupa lainnya. Dengan demikian hakim tidak sekedar 
menjadi penafsir undang-undang melainkan juga sebagai pencipta hukum. 
Penemuan hukum seperti ini disebut penemuan hukum bebas. (Sudikno 
Mertokusumo, 1996 : 96-97).  
 
    5. Cara Penafsiran Hakim 
       a.  Penafsiran Gramatikal 
Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. 
Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat Undang-
undang untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu, pembuat undang-
undang yang ingin menyatakan secara jelas harus memilih kata-kata yang 
tepat. Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara 
berlainan. Adakalanya pembuat undang-undang tidak mampu memakai 
kata-kata yang tepat. Dalam hal ini hakim wajib mencari kata yang 
dimaksud yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari, dan hakim 
dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan dari ahli 
bahasa. 
 
       b. Penafsiran Historis 
Setiap ketentuan undang-undang mempunyai sejarahnya. Dari 
sejarah peraturan perundang-undangan hakim dapat mengetahui maksud 
pembuatnya. Terdapat dua macam penafsiran, yaitu penafsiran menurut 
sejarah dan sejarah penetapan suatu ketentuan perundang-undangan. 
 
       c. Penafsiran Sistematik 
Perundang-undangan suatu negara merupakan suatu kesatuan, 
artinya tidak sebuah pun dari peraturan tersebut dapat ditafsirkan seolah-
olah ia berdiri sendiri. Pada penafsiran peraturan perundang-undangan 
selalu harus diingat hubungannya dengan peraturan perundang-undangan 
lainnya. Penafsiran sistematis tersebut dapat menyebabkan, kata-kata 
dalam undang-undang diberi pengertian yang lebih luas atau yang lebih 
sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa yang biasa. 
 
       d. Penafsiran Sosiologis atau Teleologis 
Menafsirkan undang-undang menurut cara tertentu hingga undang-
undang itu dapat dijalankan sesuai keadaan sekarang. Setiap penafsiran 
undang-undang yang dimulai dengan penafsiran gramatikal harus diakhiri 
dengan penafsiran sosiologis. Apabila tidak demikian, keputusan yang 
dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang benar-benar hidup dalam 
masyarakat. Karena itu, setiap peraturan hukum mempunyai suatu tujuan 
sosial, yaitu membawa kepastian hukum dalam pergaulan antara anggota 
masyarakat. Hakim wajib mencari tujuan sosial baru dari peraturan yang 
bersangkutan. Apabila hakim mencarinya, masuklah dia ke dalam 
lapangan pelajaran sosiologi. Melalui penafsiran sosiologi hakim dapat 
menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari 
hakim (rechtspositiviteit) dengan kenyataan hukum (rechtswerkelijkheid), 
sehingga penafsiran ini sangat penting. 
 
       e. Penafsiran Otentik atau Resmi 
Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan 
tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam perundangan 
yang dibuatnya. Tafsiran ini dinamakan tafsiran otentik atau tafsiran 
resmi. Di sini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan 
cara lain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-
undang itu sendiri. 
 
       f. Penafsiran Interdisipliner 
Penafsiran jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah 
yang menyangkut berbagai disiplin  ilmu hukum. Di sini digunakan logika 
lebih dari satu cabang ilmu hukum. Misalnya adanya keterkaitan asas-asas 
hukum dari satu cabang ilmu hukum, misalnya hukum perdata dengan 
asas-asas hukum publik. 
 
       g. Penafsiran Multidisipliner 
Berbeda dengan penafsiran interdisipliner yang masih dalam 
rumpun disiplin ilmu yang bersangkutan dalam penafsiran multidisipliner 
seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu 
lainnya di luar ilmu hukum. Dengan lain perkataan di sini hakim 
membutuhkan verifikasi dan bantuan dari lain-lain disiplin ilmu. (Yudha 
Bhakti Ardhiwisastra, 2000 : 9-12) 
 
    6. Konstruksi atau Komposisi Hukum        
       a. Kontruksi Analogi 
Memberikan tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan 
memberikan analog pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, 
sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak bisa dimasukkan, lalu 
dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya 
“menyambung” aliran listrik dianggap sama dengan “mengambil aliran 
listrik”. 
 
       b. Kontruksi Penghalusan Hukum (rechtsverifijning) 
Adakalanya suatu peraturan hukum yang seharusnya dipergunakan 
untuk menyelesaikan perkara ternyata peraturan tersebut tidak dapat 
dipergunakan. Menurut pandangan hakim, jika peraturan ini digunakan 
justru akan menimbulkan ketidak adilan atau menciptakan pertentangan 
dengan kenyataan-kenyataan sosial yang ada. Karena itu hakim 
mengeluarkan masalah yang dihadapinya sebagai perkara dari lingkup 
perundang-undangan yang bersangkutan. Tindakan mengeluarkan suatu 
perkara dari lingkup berlaku undang-undang atau yang seharusnya 
berlaku, dinamakan tindakan “menghaluskan hukum” (rechtsverfijning).  
 
Jenis kontruksi ini sebenarnya merupakan bentuk kebalikan dari 
kontruksi analogi, sebab bila disatu pihak analogi memperluas lingkup 
berlaku suatu peraturan perundang-undangan, maka dipihak lain 
penghalusan hukum justru mempersempit lingkup berlaku suatu peraturan 
perundang-undangan (bersifat restriktif). 
 
       c.  Argumentum A Contrario 
Adakalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh 
undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa itu diatur caranya adalah 
dengan melakukan penafsiran atau menjelaskan undang-undang yang 
didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa kongkret yang 
dihadapi dan peristiwa yang diatur oleh undang-undang. (Johannes 
Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007 : 69-70) 
 
    7. Tinjauan Umum tentang Yurisprudensi 
 
Yurisprudensi berarti peradilan pada umumnya (judicate 
rechtspraak), yaitu pelaksanaan hukum dalam hal kongkret terjadi 
tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan 
diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapa pun dengan 
memberikan keputusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. 
Yurisprudensi merupakan produk yudikatif, yang berisi kaidah atau 
peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau 
terhukum. Jadi putusan pengadilan hanya mengikat orang-orang tertentu 
saja dan tidak mengikat orang secara umum seperti undang-undang. 
Bedanya dengan undang-undang adalah putusan pengadilan berisi 
peraturan-peraturan yang bersifat kongkret karena hanya mengikat orang-
orang tertentu saja, sedangkan undang-undang berisi peraturan-peraturan 
yang bersifat abstrak karena mengikat setiap orang. 
 
Yurisprudensi merupakan putusan hakim yang kemudian dijadikan 
dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa dikemudian hari. Biasanya 
hal ini akan terjadi jika telah terjadi beberapa kali kasus yang serupa dan 
untuk kasus-kasus itu hakim selalu memeberikan keputusan dengan cara 
yang kurang lebih sama. Perulangan itu menimbulkan rasa keharusan 
untuk memutuskan dengan cara yang sama setiap kali kasus serupa terjadi. 
Dengan demikian terbentuk hukum melalui keputusan hakim (hukum 
hakim, rechterrecht, judge made law). (Johannes Ibrahim dan Lindawaty 
Sewu, 2007 : 64). 
 
B. Kerangka Pemikiran 
 
Penyelesaian perkara pidana diawali dengan adanya perbuatan yang 
melanggar hukum. Khususnya yang menyangkut ketentuan Kitab Undang-
undang Hukum Pidana. Bila terjadi perbuatan yang melanggar hukum pidana 
yang dilaporkan atau pengaduan dari korban perbuatan pidana tersebut 
ataupun polisi mengetahuinya sendiri maka polisi akan melakukan 
penyelidikan ataupun langsung tindakan penyidikan berupa pemeriksaan-
pemeriksaan dengan berita acara, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, 
penahanan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung 
sangkaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Setelah 
pemberkasan selesai diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti 
sesuai dengan ketentuan dan prosedur sebagaimana mestinya. Sekiranya sudah 
dianggap cukup maka jaksa melimpahkan berkas ke Pengadilan yang tentunya 
saja disertai surat dakwaan untuk selanjutnya diperiksa dan diadili dalam suatu 
sidang Pengadilan untuk mendapatkan Keputusan dari pengadilan mengenai 
perkara tersebut. 
 
Pengadilan Negeri memeriksa perkara dengan memeriksa para saksi, 
terdakwa, memeriksa barang bukti, apabila dianggap cukup bukti dan semua 
unsur dakwaan dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan, secara umum 
pengadilan Negeri akan menjatuhkan vonis berupa pidana sesuai dengan 
ketentuan KUHP. Namun apabila hasil pemeriksaan hakim di muka sidang 
pengadilan disimpulkan bahwa dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa ada 
unsur yang tidak terbukti secara sah dan menyakinkan maka terdakwa di 
bebaskan (konsekuensi Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Namun dengan berbagai 
pertimbangan yang dapat disimpulkan dalam persidangan bahwa perbuatan 
terdakwa terbukti melanggar pasal yang tidak didakwakan dan sepatutnya 
perbuatan itu harus di pidana, maka Hakim dapat menjatuhkan hukuman atau 
pidana dengan pasal diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kebijakan tersebut 
sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung NO. 675 K/Pid/1987, tanggal 
21-03-1989. yang pada intinya menyatakan “Jika yang terbukti adalah delik 
sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan yang 
lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak 
didakwakan, maka terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar 
melakukan delik yang lebih ringan tersebut.” 
 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar bagan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerangka Pemikiran dalam penjatuhan putusan diluar dakwaan yang 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pertimbangan dan alasan dapat dipergunakannya yurisprudensi MA 
NO. 675 K/Pid/1987, tanggal 21-03-1989 sebagai dasar hukum dalam 
memutus perkara diluar dakwaan yang diajukan jaksa penuntut 
umum, yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Boyolali dalam perkara  Nomor : 02 / Pid.B / 2007 / PN.Bi tanggal 22 
Maret 2007. 
 
    1.  Deskripsi Perkara : 
 
Ketika para terdakwa mendengar kabar dari saksi Sugiman yang 
memberitahu bahwa adik saksi Sugiman yang bernama saksi Sugimin 
telah kehilangan televisi yang diduga telah dicuri oleh korban Suhardi, lalu 
para terdakwa masing–masing sambil membawa sepotong kayu bersama 
saksi Triyono dan saksi Saliman berusaha mencari televisi disekitar 
kampung namun tidak diketemukan kemudian mencari ke sawah-sawah 
berhasil menemukan televisi, lalu saksi Triyono kembali ke kampung 
memberitahu warga bahwa televisi telah ditemukan di tengah sawah 
sedangkan para terdakwa dan saksi Saliman tetap berada di tengah sawah 
menunggui televisi, sesaat kemudian saksi Triyono kembali lagi ke sawah 
memberitahu kepada para terdakwa dan saksi Saliman kalau warga sudah 
siap di kampung, tidak lama kemudian korban Suhardi datang mengambil 
televisi lalu para terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman 
berteriak maling-maling sambil berusaha menangkap korban Suhardi 
namun korban Suhardi melemparkan televisi ke arah saksi Saliman dan 
saksi Triyono lalu korban Suhardi melarikan diri ke arah selatan, 
selanjutnya para terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman 
berusaha mengejar korban Suhardi, sesampainya di sebelah selatan sungai 
korban Suhardi berbalik arah memukul saksi Triyono dengan 
menggunakan sebongkah tanah, lalu saksi Triyono membalas dengan 
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menggunakan besi bekas skok sepeda motor memukul korban Suhardi 
hingga jatuh tertelungkup, kemudian para terdakwa bersama saksi Saliman 
beramai-ramai memukul korban Suhardi, dengan cara: 
 
a. saksi Saliman dengan menggunakan bendo (pisau besar) diayunkan ke 
arah korban Suhardi mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 
kali, mengenai tangan 1 kali dan mengenai kaki sebanyak 2 kali,   
b. terdakwa I dengan menggunakan kayu berbentuk bulat kecil dengan 
panjang kurang lebih 1 meter memukul korban Suhardi sebanyak 2 
kali mengenai bagian punggung dan tangan  
c. terdakwa II dengan menggunakan kayu berbentuk bulat kecil dengan 
panjang kurang lebih 1 meter memukul korban Suhardi sebanyak 2 
kali mengenai bagian punggung dan tangan, 
          
Selanjutnya para terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi 
Saliman meninggalkan korban Suhardi tergeletak dan meninggal dunia di 
tempat kejadian, menuju kampung untuk memberitahu kepada warga 
bahwa korban Suhardi yang diduga mencuri televisi telah tertangkap dan 
tergeletak di sebelah selatan sungai.  
 
Akibat perbuatan para terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi 
Saliman korban Suhardi meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum 
Nomor : 60/MF/X/2006, tanggal pemeriksaan 14 Oktober 2006, yang 
ditandatangani oleh dr. Budiyanto, SpF., dokter pada Bagian Kedokteran 
Forensik dan Medicolegal Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban meninggal 
karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang dasar tengkorak 
oleh karena kekerasan benda tajam pada kepala. Perkiraan saat kematian 
12 sampai 24 jam yang lalu 13 Oktober 2006 jam 19.30 sampai 14 
Oktober jam 07 : 30. 
 
 
 
    2.  Identitas para Terdakwa : 
TERDAKWA I  :  
Nama lengkap : AGUS SANTOSO bin SENEN  
Tempat lahir : Boyolali 
Umur/tgl lahir : 17 Desember  1986 
Jenis kelamin : laki-laki 
Kebangsaan : Indonesia. 
Alamat : Dk.Manukan,Ds.Sindon,Kec.Ngemplak,Kab.Boyolali. 
A g a m a : Islam 
Pekerjaan : swasta 
 
TERDAKWA II  :  
Nama lengkap : YUSRONI BIN DALIMAN 
Tempat lahir : Boyolali 
Umur/tgl lahir : 30 MARET 1984 
Jenis kelamin : laki-laki 
Kebangsaan : Indonesia. 
Alamat : Dk.Manukan,Ds.Sindon,Kec.Ngemplak,Kab.Boyolali. 
A g a m a : Islam 
Pekerjaan  : swasta 
 
    3.  Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : 
 
Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum disusun secara 
subsidairitas yaitu : 
a. Dakwaan Primair Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat 1 ke - 1  KUHP. 
b. Dakwaan Sekundair Pasal 170 ayat 2 ke - 3  KUHP. 
 
    4.  Inti Tuntutan Jaksa Penuntut Umum : 
 
a. Membebaskan Terdakwa I AGUS SANTOSO Bin SENEN dan 
Terdakwa II YUSRONI Bin DALIMAN dari dakwaan Primair Pasal 
338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP; 
b. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I AGUS SANTOSO Bin 
SENEN dan Terdakwa II YUSRONI Bin DALIMAN dinyatakan 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum, bersama-
sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jikalau 
kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP. 
c. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I AGUS 
SANTOSO Bin SENEN dan Terdakwa 11 YUSRONI Bin DALIMAN 
berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 
dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah tetap 
ditahan. 
d. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah TV Merk Toshiba 
berwarna 21 inchi, disita untuk barang bukti perkara lain , 2 (dua) 
batang kayu dengan panjang 1 (satu) meter, dirampas oleh negara 
untuk dimusnahkan. 
e. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing   sebesar Rp. 2.500, (dua  ribu lima ratus rupiah). 
 
    5.  Inti Pertimbangan Majelis Hakim : 
 
a.   Terhadap unsur-unsur Dakwaan Primair, Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) 
ke1 KUHP. 
1) Barang siapa : terbukti secara sah dan menyakinkan 
2) Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain : tidak terbukti 
secara sah dan menyakinkan karena berdasarkan Visum Et Repetum 
dari Laboratorium Forensik Universitas Sebelas Maret Surakarta 
No. 60/MF/X/2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr 
Budiyanto, Sp.F dengan kesimpulan korban Suhardi alias Gunung 
meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang 
dasar tengkorak oleh karena kekerasan benda tajam pada kepala, 
sehingga bukan disebabkan oleh perbuatan Para Terdakwa karena 
terdakwa hanya menganiaya korban dengan menggunakan kayu 
dan tangan  kosong. 
 
b. Terhadap unsur-unsur Dakwaan Sekundair, Pasal 170 ayat (2) ke- 3 
KUHP. 
 
1) barang siapa : Terbukti secara sah dan menyakinkan 
2) di muka umum : Terbukti secara dan menyakinkan, karena Locus 
delicti berada di sawah yang merupakan tempat umum 
3) bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang : 
terbukti secara sah dan menyakinkan berdasarkan keterangan para 
saksi, barang bukti,  dan pengakuan para terdakwa sendiri. 
4) Kalau kekerasan itu menyebabkan matinya orang : Tidak terbukti 
secara sah dan menyakinkan. 
 
c. Bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur dakwaan sekundair yaitu 
unsur barang siapa, unsur di muka umum, dan unsur bersama-sama 
melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terbukti secara 
sah dan menyakinkan dimana unsur-unsur tersebut juga memenuhi 
semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP maka dengan 
memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI 
No.675K/Pid/1987, tanggal 21-03-1989, sudah cukup bagi Majelis 
Hakim untuk menyatakan para terdakwa telah bersalah melakukan 
tindak pidana sesuai pasal 170 ayat (1) KUHP walaupun pasal tersebut 
tidak tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.  
 
d. Hal-hal yang memberatkan : 
Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri 
 
        e.   Hal-hal yang meringankan : 
1). Para Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan 
berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya 
2). Para Terdakwa bersikap sopan, memberikan keterangan dangan 
jujur tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya 
persidangan. 
3). Para Terdakwa masih muda usia diharapkan masih dapat 
memperbaiki perbuatannya dikelak kemudian  hari. 
 
    6.  Amar putusan Hakim : 
 
a. Menyatakan Terdakwa I AGUS SANTOSO Bin SENEN dan Terdakwa 
II YUSRONI Bin DALIMAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan 
Primair dan dakwaan Susidair ; 
b. Membebaskan Terdakwa I AGUS SANTOSO Bin SENEN dan 
Terdakwa II YUSRONI Bin DALIMAN dari dakwaan Primair dan 
dakwaan Subsidair tersebut ; 
c. Menyatakan Terdakwa I AGUS SANTOSO Bin SENEN dan Terdakwa 
II YUSRONI Bin DALIMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum 
bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ; 
d. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu  
dengan pidana penjara  selama 7 (tujuh) bulan. 
e. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan 
dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
f. Menetapkan  para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
g. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah TV Merk Toshiba 
berwarna 21 inchi, akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum 
untuk ditentukan statusnya dalam perkara perkara lain , 2 (dua) batang 
kayu dengan panjang 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan ; 
h. Membebani para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ); 
 
 
 
    7.  Pembahasan Masalah : 
 
       a. Untuk menjawab pertanyaan mengapa yurisprudensi dapat dipergunakan 
sebagai dasar hukum dalam memutus perkara diluar dakwaan yang 
diajukan Jaksa Penuntut Umum, sebelumnya penulis akan memaparkan 
alasan sekaligus tujuan dikeluarkanya yurisprudensi MA NO. 675 
K/Pid/1987, tanggal 21-03-1989. 
 
Guna memperjelas duduk persoalan, kita harus menyegarkan 
ingatan dahulu, perlu dibedakan antara “peraturan” (gesetz, wet, rule) dan 
“kaidah” (recht, norm). apabila kita membaca undang-undang pertama-
tama yang dibaca adalah peraturan, pasal-pasal. Berhenti pada 
pembacaaan undang-undang sebagai peraturan biasa menimbulkan 
kesalahan besar karena kaidah yang mendasari peraturan itu menjadi 
terluputkan. Kaidah itu adalah makna spiritual, roh. Sedangkan peraturan 
adalah penerjemahannya ke dalam kata-kata dan kalimat. Maka, senantiasa 
ingat akan kaidah sebagai basis spiritual dari peraturan, mengisyaratkan 
agar orang berhati-hati dan selalu berpikir dua, tiga, empat kali dalam 
membaca hukum. (Satjipto Rahardjo, 2007 : 121). 
 
Hukum mempunyai tujuan, asas. Ia memiliki roh yang biasanya 
dituangkan dalam asas-asas. Roh atau asas seperti itu bisa menjadi hilang 
di tengah rimba kalimat-kalimat, pasal-pasal. Memang lebih mudah dan 
cepat membaca kalimat undang-undang. Membaca undang-undang tidak 
salah, tetapi hanya berhenti sampai di situ saja bisa membawa 
“malapetaka”. (Satjipto Rahardjo, 2007 : 122) 
 
Membaca kaidah, bukan peraturan, adalah pedoman yang amat 
baik dalam penegakan hukum. Membaca kaidah adalah menyelam 
kedalam roh, asas, dan tujuan hukum. Ini membutuhkan perenungan. 
Meski kalimat-kalimat hitam putih yang namanya peraturan, sudah dibaca, 
kita tetap merenungkan tentang apa makna lebih dalam kalimat-kalimat 
itu, di mana letak rohnya, keadilannya atau dengan beberapa “tips” tentang 
logika itu, diharakan kita dapat membaca roh hukum. 
 
Jebakan yang berbahaya adalah orang juga bisa membaca 
peraturan dengan dan dari sudut kepentingan tertentu, kepentingan sendiri. 
Sebetulnya kita berhadapan dengan sejenis logika, tetapi, logika yang 
kontra produktif, yaitu logika kepentingan individu dan kelompok. 
Keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari suatu peraturan akan 
menjauhkan kita dari keinginan menjangkau sampai ke roh serta keadilan 
yang mendasari hukum, di sini kita sudah terjebak untuk membaca 
peraturan dengan keinginan kita. (Satjipto Rahardjo, 2007 : 124) 
 
Tuntunan yang disampaikan prof. Satjipto Rahardjo di atas dapat 
ditarik suatu pemahaman dalam masalah ini bahwa yuriprudensi MA No. 
675 K/Pid/1987, tanggal 21-03-1989 sebagai salah satu sumber peraturan 
hukum harus ditemukan esensi yang terkandung di dalam isinya dengan 
meninjau kepada asas-asas hukum, baik asas yang terkandung dalam 
Pancasila, Undang-undang Dasar 45, Hukum Pidana, dan terutama Hukum 
Acara Pidana karena yurisprudensi tersebut mengatur tentang dapat 
dijatuhkannnya putusan diluar dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut 
Umum. Dimana surat dakwaan adalah salah satu dasar dalam proses 
beracara di pengadilan pidana. 
 
Adapun isi dari Yurisprudensi MA No. 675 K/Pid/1987, tanggal 
21-03-1989. adalah sebagai berikut : “Jika yang terbukti adalah delict 
sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delict sejenis yang didakwakan 
yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delict yang lebih ringan tersebut 
tidak didakwakan, maka terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar 
melakukan delict yang lebih ringan tersebut.” 
 
Dari yurisprudensi tersebut apabila dikaitkan dengan asas atau 
tujuan hukum yang secara umum adalah untuk memelihara kepentingan 
umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, serta mewujudkan 
keadilan dalam hidup bersama dan tidak lupa asas pokok dalam  hukum 
acara pidana sendiri yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan 
(Contante justitie), yang tertuang dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 
3e dan dijabarkan dalam banyak Pasal KUHAP, serta dalam Pasal 4 ayat 
(2) UU No.4 Tahun 2004. Maka dapat di simpulkan isi dari yurisprudensi 
MA tersebut memiliki korelasi yang kuat serta searah dengan tujuan dari 
hukum dan asas pokok hukum acara pidana dengan logika penjabaran 
sebagai berikut : 
 
Bahwa dikeluarkannya yurisprudensi MA No. 675 K/Pid/1987, 
tanggal 21-03-1989. akan lebih memudahkan pengadilan dalam 
melaksanakan pemeriksaan secara cepat, sederhana dan biaya ringan 
dengan tetap menjunjung tinggi keadilan serta kemanusian. Yaitu apabila 
didalam proses pemeriksaan dalam persidangan unsur-unsur tindak pidana 
yang didakwakan ada yang tidak terbukti secara sah dan menyakinkan 
maka terdakwa harus diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), namun 
disisi lain unsur-unsur lain yang telah dapat dibuktikan dalam sidang 
pengadilan sudah memenuhi rumusan dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana yang merupakan delik sejenis dan ancaman hukumanya 
lebih ringan dari delik yang di cantumkan dalam surat dakwaan maka 
terdakwa tetap dapat dijatuhi pidana berdasarkan delik yang sejenis yang 
lebih ringan tersebut walaupun tidak dicantumkan dalam surat dakwaan. 
 
Jika Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang 
demikian, hanya mengacu pada aturan KUHAP dalam Pasal 191 ayat (1)  
maka terdakwa harus di putus bebas padahal diketahui dan telah terbukti 
secara sah dan menyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak 
pidana walaupun tidak tercantum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut 
Umum. Bila telah diputus bebas Majelis Hakim dan Jaksa tidak akan 
membiarkan terdakwa keluar dari tahanan sebab itu berarti Majelis Hakim 
dan Jaksa Penuntut Umum telah meninggalkan tugasnya yang sebagai 
aparat penegak hukum serta mengabaikan tujuan dari hukum acara pidana 
yang paling hakiki yaitu menemukan kesalahan yang memenuhi syarat 
undang-undang pidana serta menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana 
kepada pelaku. Secara logika setelah diputus bebas maka Jaksa Penuntut 
Umum akan mengajukan dakwaan baru kepada Pengadilan sesuai dengan 
kesalahan yang telah terbukti dalam persidangan sebelumnya yaitu delik 
sejenis yang lebih ringan ancaman hukumannya hal ini akan sangat 
merugikan bagi semua pihak. Dikatakan merugikan karena : 
 
1). Bagi terdakwa secara otomatis masa penahannya akan diperpanjang 
hingga batas yang paling akhir, untuk menunggu persidangan ulangan. 
Sedangkan apabila sudah diputus dalam sidang sebelumnya terdakwa 
tidak perlu lagi menjalani proses penahanan atau dapat langsung 
menjalankan masa hukuman. Juga berkaitan biaya yang harus 
dikeluarkan untuk penasehat hukum. 
2). Bagi korban dan keluarganya, keadilan yang diharapkan segera 
terwujud dengan dikeluarkannya putusan akan menjadi tertunda 
sehingga dapat menambah penderitaan. 
3). Bagi hakim dan jaksa, hakim dan jaksa harus melakukan pemeriksaan 
ulang dalam persidangan yang secara otomatis akan menyita waktu 
dan tenaga padahal unsur-unsur dakwaan yang baru telah nyata-nyata 
terbukti secara sah dan menyakinkan pada persidangan sebelumnya. 
4). Bagi masyarakat, terutama masyarakat pencari keadilan di wilayah 
hukum yang bersangkutan mereka harus menunggu lebih lama untuk 
menjalani persidangan karena hakim dan jaksa masih disibukkan 
dengan perkara yang sebenarnya telah diperiksa sebelumnya. 
5). Bagi negara, akan membuat beban negara lebih besar karena biaya 
yang dikeluarkan untuk persidangan ulang. 
 
Sudah jelas bahwa tujuan dikeluarkannya Yurisprudensi MA No.  
675 K/Pid/1987, tanggal 21-03-1989 adalah dalam rangka mewujudkan 
keadilan dan kemanusiaan dalam masyarakat serta selaras dengan asas 
hukum acara pidana khususnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya 
ringan. 
 
       b. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijawab pertanyaan Mengapa 
yurisprudensi dapat dipergunakan sebagai dasar hukum oleh Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam memutus perkara diluar 
dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang penulis bagi menjadi 
dua alasan atau pertimbangan pokok : 
 
Ada 2 (dua) Alasan atau pertimbangan pokok Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Boyolali dalam memutus perkara diluar dakwaan yang 
diajukan Jaksa Penuntut Umum, yaitu  
1). Berdasarkan Alasan Filosofis : 
 
Rusaklah Negara Hukum kita dan celakalah bangsa kita bila 
Negara Hukum sudah direduksi menjadi “Negara undang-undang” dan 
lebih celaka lagi manalaka ia kian merosot menjadi “Negara 
procedural”. Apabila Negara Hukum itu sudah dibaca oleh pelaku dan 
penegak hukum sebagai Negara undang-undang dan Negara prosedur, 
maka negeri ini sedang mengalami kemerosotan serius. Negara Hukum 
Indonesia sudah kehilangan grandeur, keagungan dan kebesarannya, 
karena telah merosot menjadi “Negara hukum kacangan” (Satjipto 
Rahardjo, Kompas, 19/8/2002). Menjalankan Negara hukum janganlah 
dianggap segi rutinitas menjalankan undang-undang belaka. Ia adalah 
kerja besar yang selain menguras energi, juga membutuhkan 
komitmen, dedikasi, empati, serta perilaku inovatif dan kreatif. 
Mungkin cara visioner boleh ditambahkan di sini. Jika diperlukan demi 
kebahagiaan bangsa kita, dibikinlah teori sendiri, diciptakan asas dan 
doktrin yang sesuai dengan kebutuhan bangsa sendiri. Itu berarti, di 
atas segalanya kita perlu menegaskan suatu cara pandang, bahwa 
Negara hukum itu adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa 
Indonesia. 
 
Bukan sebaliknya hukum tidak boleh menjadikan kehidupan 
lebih sulit, inilah yang sebaiknya menjadi ukuran penampilan dan 
keberhasilan (standard of performance and result) Negara hukum 
Indonesia. (Satjipto Rahardjo, 2007 : 53). Sudah sejak zaman klasik 
pemikiran-pemikiran tertentu menjadi insyaf tentang perbedaan yang 
nyata antara hukum tertulis dan hukum yang dipatuhi dalam praktek 
hidup. Praktek hukum itu nampak dalam cara hukum dipergunakan di 
depan pengadilan (Theo Huijbers, 1990 : 119).  
 
Penerapan Undang-undang oleh hakim dalam proses peradilan 
telah mengalami perkembangan sejak jaman kuno (klasik), sehingga 
melahirkan ajaran/faham/teori tentang praktek hukum. (Prasetyo Hadi 
P, 1996 : 39). Zaman yunani kuno Aristoteles sudah mempersepsikan 
kesulitan yang timbul dalam menerapkan kaidah-kaidah hukum pada 
perkara-perkara kongkrit. Maka untuk bertindak secara adil, kata 
Aristoteles, seorang hakim harus menyelami sungguh-sungguh 
perkara-perkara yang kongkret, seolah-olah ia saksi mata sendiri. Lalu 
ia harus menggunakan epikeia, yakni ia harus mempunyai rasa tentang 
apa yang adil, apa yang tidak, yakni apa yang pantas. Maka dalam 
teori ini epikeia termasuk prinsip regulasi hukum. (Theo Huijbers, 
1990 : 120). 
 
Masih menurut Huijbers (1990 : 121) dalam hukum Romawi 
terkenal semboyan “lex dura, tamtssi, sunt scripta” (peraturan 
memang kejam), akan tetapi itulah yang tertulis dan dianggap berlaku. 
Juga berlaku semboyan “summum ius, summe inura” (hukum yang 
paling sesuai dengan peraturan paling tidak adil). Menurut Thomas 
Aquines “epikeia” bukanlah hukum melainkan tafsiran hukum yang 
bijaksana atau pandangan yang bijaksana tentang perkara-perkara 
hukum. 
 
Para hakim dalam mengambil putusan pengadilan dapat 
mengikuti salah satu atau beberapa ajaran-ajaran itu adalah sebagai 
berikut : 
a). Legisme 
Praktek kehakiman oleh rakyat sering kali dipandang 
sebagai penerapan Undang-undang perkara kongkret secara 
rasional belaka. Pandangan ini disebut “legalisme” atau “legisme”. 
Dalam pandangan legalisme itu Undang-undang dianggap keramat, 
yakni sebagai peraturan yang dikukuhkan Allah sendiri, atau 
sebagai sistem logis yang berlaku bagi semua perkara karena 
bersifat rasional. Terori rasionalitas system hukum pada abad 19 
ditunjuk dengan istilah “ideenjuriisprudenz” (Theo Huijbers, 1990 
: 119). 
 
b). Ajaran Hukum bebas 
Ajaran hukum bebas itu merupakan suatu ajaran sosiologis 
yang radikal, yang dikemukakan oleh mazab realisme hukum 
Amerika. Teori ini membela suatu kebebasan yang besar bagi 
hakim. Seorang hakim dapat menentukan putusan dengan tidak 
terikat pada undang-undang (Theo Huijbers, 1990 : 121). 
 
c). interresenjurisprudenz 
 Teori ini dikualifikasikan sebagai penemuan hukum 
(rechvinding). Artinya seorang hakim mencari dan menemukan 
keadilan dalam batas kaidah-kaidah yang telah ditentukan, dengan 
menerapkan secara kreatif pada tiap-tiap perkara kongkret. (Theo 
Huijbers, 1990 : 123) 
 
d). Idealisme yuridis baru 
Dalam aliran interresenjurisprudenz, yang mengindahkan 
baik undang-undang maupun kepentingan-kepentingan orang-
orang dalam suatu masyarakat tertentu, seorang hakim harus 
mencari suatu keseimbangan antara makna undang-undang yang 
berlaku dan situasi kongkret masyarakat yang bersangkutan. 
 
Dalam memperhatikan situasi masyarakat tekanan dapat 
diletakkan pada kebutuhan-kebutuhan yang nampak dalam praktek 
hidup (yang menghasilkan sosiologi jurisprudence atau realistic 
jurisprudence), akan tetapi tekanan dapat diletakkan juga pada 
nilai-nilai yang telah menjadi cita-cita bangsa, walaupun belum 
dihayati sepenuhnya. demikian halnya timbulah apa yang disebut 
“idealisme yuridis baru” (new legal idealism). (Theo Huijbers, 
1990 : 126). 
 
Berdasarkan pendapat dua ahli sosiologi hukum dan filsafat 
hukum di atas apabila dihubungkan dengan pertimbangan Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam menjatuhkan putusan diluar 
dakwaan dapat dikatakan satu prinsip, yaitu untuk menjalankan hukum 
progresif yang lebih berkeadilan sesuai  dengan tujuan dasar hukum 
serta hati nurani masyarakat. Berikut kutipan pertimbangan hakim 
dalam menjawab keberatan penasehat hukum terdakwa yang dijatuhi 
hukuman pidana diluar dakwaan. Dalam pertimbangannya Majelis 
Hakim secara tegas memperjuangkan pengembangan hukum progresif, 
sebagai berikut : 
 
“Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis 
Hakim mengambil sikap dan berpandangan bahwa Hakim 
bukanlah corong dari Undang-undang saja atau hakim jangan 
sampai terjebak dalam pandangan yang bersifat legal formalistik 
seperti yang diungkapkan Max Weber bahwa legitimasi hukum 
hanya ditentukan oleh hukum itu sendiri, tetapi hakim harus 
mampu menangkap hal yang bersifat philosophical essencial 
seperti yang diungkapkan Jurgen Habermas bahwa legitimasi 
hukum ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma moral yang 
bersifat esensial, prinsipil, dan substantive dengan kata lain  
Majelis Hakim akan memakai frame PENEGAKAN HUKUM 
PROGRESIF yang berintikan kemampuan menentukan bagaimana 
suatu peraturan hukum dibaca dan diterjemahkan sehingga mampu 
menangkap juga proses pengadilan yang melingkupi determinasi 
dan compasision, sehingga dalam perkara ini akan melihat suatu 
perbuatan dari pelaku tidak hanya semata-mata hanya dalam artian 
atau konteks formal saja tetapi juga material yang cenderung 
positif .” 
 
Dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri 
Boyolali yang menjatuhkaan putusan di luar dakwaan,  dapat ditarik 
kesimpulan bahwa Majelis hakim dalam memutus perkara cenderung 
mengikuti ajaran interresenjurisprudenz dan Idealisme yuridis baru 
dimana kedua ajaran ini merupakan dasar panduan dalam menegakkan 
hukum progresif. Dalam kedua ajaran tersebut mengandung 
pemahaman bahwa pelaksanaan hukum yang berupa undang-undang 
tidak boleh mengikat secara mutlak seolah-olah manusia ada untuk 
hukum padahal hukum diciptakan oleh manusia untuk kepentingan 
manusia bukan sebaliknya. Dalam kedua ajaran tersebut juga 
terkandung persyaratan bahwa hakim wajib melaksanakan undang-
undang secara cerdas dan bijaksana sehingga tujuan dasar dari hukum 
dapat diwujudkan yaitu untuk memelihara kepentingan umum dalam 
masyarakat, menjaga hak-hak manusia, serta mewujudkan keadilan 
dalam hidup bersama. 
 
2). Berdasarkan Alasan Yuridis 
a). Yurisprudensi adalah sumber hukum 
 
Yurisprudenis adalah keputusan hakim terdahulu yang di 
jadikan dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa dikemudian 
hari. Faktor-fakor yang mempengaruhi pembentukan hukum oleh 
peradilan sehingga terjadi yurisprudensi di Indonesia adalah : 
i. Pembentuk undang-undang (wetgever) tidak memiliki 
kemampuan untuk mengetahui segala hal secara lengkap, dan 
juga tidak mungkin dapat mengetahui semuanya tentang apa 
yang terjadi dikemudian hari. Karena itu, dalam perundang-
undangan sering digunakan istilah-istilah umum sehingga 
maknanya menjadi kabur. Selain itu, tidak jarang di dalam 
perundang-undangan terdapat kekosongan (leemten); dalam hal 
ini maka hakim berkewajiban untuk menetapkan apa yang 
menjadi hukum jika kepadanya dihadapkan kasus yang 
berkaitan dengan peraturan yang tidak jelas atau terdapat 
kekosongan. 
ii. Pembuat undang-undang tidak selalu dapat mengikuti 
kecepatan proses perkembangan dari masyarakat yang 
menciptakan kekososngan yang harus diisi oleh hakim melalui 
kasus yang ditanganinya. 
iii. Dalam praktek ternyata penerapan kententuan perundang-
undangan akan selalu menuntut penafsiran (interprestasi), dan 
penafsiran selalu mengandung unsur penciptaan atau 
penambahan hal (yakni ketentuan hukum) baru. 
iv. Hal yang dianggap patut dan masuk akan dalam suatu kasus 
tertentu secara rasional seharusnnya juga berlaku bagi kasus-
kasus lain yang sama jenisnya. 
v. Adanya peradilan kasasi oleh Mahkamah Agung. Karena 
terhadap semua kasus pada dasarnya dapat dimintakan 
pemeriksaan pada tingkat banding dan akhirnya pada tingkat 
kasasi, maka pada para hakim ada kecenderungan untuk 
menyesuaikan keputusan-keputusannya pada pendapat 
Mahkamah Agung seperti yang terungkap dalam keputusan-
keputusan Mahkamah Agung terhadap kasus serupa di masa 
lalu. (Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007 : 65). 
 
 Achamad Sanusi dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum 
dan Pengantar Tata Hukum Indonesia juga memberikan pendapat 
yang sejalan dengan pendapat di atas, mengenai bagaimana 
yurisprudensi dapat menimbulkan hukum yaitu “Telah dipahami 
bahwa Hakim di daerah hukumnya mempunyai kedudukan yang 
mandiri (souverein). Ia tidak harus mengikuti putusan-putusan 
Hakim yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas peradilannya. 
Hal tersebut memang benar, akan tetapi adalah beberapa faktor 
yang membawa putusan-putusan Pengadilan yang lebih dahulu dan 
apabila kalau datangnya dari Pengadilan tertinggi, diikuti oleh 
pengadilan-pengadilan yang lebih rendah”. (Achmad Sanusi, 1984 
: 82) 
 
Dalam prakteknya kedudukan souverein dari Hakim itu 
juga terbatas pelaksanaanya, karena pertimbangan-pertimbangan 
psikologis atau pertimbangan-pertimbangan praktis, sehingga 
dalam kebanyakan hal hakim menyesuaikan putusannya pada 
putusan-putusan terdahulu dari pengadilan yang lebih tinggi. 
Pertama karena Hakim sudah sepatutnya memberikan hormat, 
menerima kewibawaan dari putusan-putusan pengadilan yang 
kalau tiada pentaatan dari sukarela dari terhukum, dapat 
dilaksanakan dengan paksaan. Kedua karena di atas souvereinitas 
Hakim pada pengadilan yang lebih rendah terdapat kewenangan 
dari Pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan 
Pengadilan tingkat pertama, apabila tidak sesuai dengan 
pendapatnya sendiri. Akhirnya penyesuaian pendapat dari para 
hakim adalah faktor yang berpengaruh bagi pendorong dalam 
mengusahakan kesatuan hukum. (Achmad Sanusi, 1984 : 83). 
 
Penulis mengambil kesimpulan dari pendapat di atas, 
bahwa pada dasarnya yurisprudensi Mahkamah Agung tidak 
memiliki kekuatan mengikat secara langsung terhadap keputusan 
hakim di Pengadilan Negeri. Yurisprudensi menimbulkan hukum 
karena penghormatan hakim Pengadilan Negeri terhadap pendapat 
Hakim-hakim Mahkamah Agung ketika memutus suatu perkara 
dan dalam rangka menjaga kewibawaan lembaga peradilan. Di luar 
pertimbangan tersebut yang paling utama pembentukan 
yurisprudensi dalam menimbulkan hukum adalah adanya kesamaan 
tujuan antara hakim di pengadilan Negeri dengan Hakim MA, jika 
dikaitkan dengan masalah yang diteliti dapat diartikan bahwa 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali ketika menjatuhkan 
putusan di luar dakwaan dengan mendasarkan pada yurisprudensi 
MA NO. 675K/Pid/1987, tanggal 21-03-1989, karena Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sependapat dengan tujuan atau 
esensi dari dikeluarkanya Yurisprudensi tersebut, yang telah 
dibahas dalam alasan filosofis di atas. 
 
b).  Asas Lex Specialis Derograt Lex Generalis 
 
Asas lex specialis derograt lex generalis yang berarti 
hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang 
bersifat umum.  Asas ini merupakan dasar bagi Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Boyolali dalam menjatuhkan putusan diluar 
dakwaan Jaksa Penuntut umum dengan mengacu pada 
Yurisprudensi MA. No.675K/Pid/1987, tanggal 21-03-1989 
sebagai hukum yang bersifat khusus dan mengesampingkan Pasal 
191 (1) KUHAP sebagai hukum yang bersifat umum. 
 
Yurisprudensi MA merupakan hukum yang bersifat khusus 
karena memang memiliki kekhususan yaitu bahwa penjatuhan 
putusan diluar dakwaan hanya pada delik sejenis dan hukumannya 
ancamannya lebih ringan dari delik yang termuat dalam surat 
dakwaan. Syarat lainya dalam menjatuhkan putusan diluar 
dakwaan selain harus delik sejenis yang lebih rendah ancaman 
hukumannya adalah harus juga dalam pemeriksaan sidang 
pengadilan unsur-unsur delik yang bersalahkan kepada terdakwa 
dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan. 
 
apabila ditinjau apa yang menjadi dasar dipergunakannya 
asal lex specialis derograt lex generalis, maka Penulis akan 
kembali kepada pembahasan awal berdasarkan filosofis bahwa 
tujuan dari hukum yang paling esensial adalah keadilan serta 
kemanusiaan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya kedua hal ini 
tidak dapat diwujukan apabila Majelis Hakim hanya berpedoman 
pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Hukum yang bersifat umum).  
Majelis hakim diharapkan untuk lebih bijak dengan menemukan 
sumber hukum lain yang mampu memberikan keadilan bagi 
masyarakat dan sumber itu ditemukan dalam yurisprudensi MA  
No.675K/Pid/1987, tanggal 21-03-1989. Perlu dicatat bahwa ketika 
hakim dalam menjatuhkan putusan dihadapkan pada permasalahan 
kepentingan keadilan atau kepastian hukum, maka hakim harus 
mengutamakan keadilan walaupun harus mengorbankan kepastian 
hukum. 
 
c). Kekuasan Kehakiman 
 
Seperti dikemukakan oleh Paulus .E. Lotulong, kekuasaan 
kehakiman merdeka atau independen itu sudah bersifat universal. 
Ketentuan universal yang terpenting ialah The Universal 
Declaration of Human Rights, Pasal 10 mengatakan: 
"Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by 
an independent and impartial tribunal in the determination of his 
rights and obligation of any criminal charge agains him. " 
(Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan 
suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang 
merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan 
kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang 
ditujukan kepadanya). Sehubungan dengan itu, Pasal 8 berbunyi 
sebagai berikut : 
"Everyone has the right to an effective remedy by the competent 
national tribunals for act violating the fundamental rights granted 
him by the constitution or by law." 
(Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-
hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak 
dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-undang dasar 
negara atau undang-undang). 
 
UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) sesudah amandemen ketiga 
Mengemukakan : 
"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan." 
 
Pasal 28 ayat (1) UU NO. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman mengemukakan : 
“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 
 
Serta dalam penjelasannya : 
“Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan 
hukum dan rasa keadilan masyarakat”. 
 
Dalam pasal 28 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman 
tersebut terdapat kalimat nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat, yang tidak dijelaskan artinya pada 
penjelasannya. Umumnya kalimat tersebut disama artikan dengan 
hukum adat namun benarkah makna kalimat tersebut hanya sebatas 
hukum adat?, berdasarkan wawancara penulis dengan majelis 
hakim Pengadilan Negeri Boyolali diketahui bahwa maksud nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat 
artinya tidak hanya sebatas pada hukum adat tetapi juga mencakup 
semua sumber hukum lain diluar undang-undang yaitu antara lain 
persetujuan, perjanjian antar Negara, Yurisprudensi, dan doctrine. 
 
Dalam penjelasannya yang paling diutamakan dari arti 
Pasal 28 ayat (1) tersebut adalah  bahwa putusan Hakim harus 
sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Yang 
dimaksud hukum disini tentu bukan undang-undang saja, akan 
tetapi lebih dalam lagi yaitu tujuan dari hukum sebagai sarana 
untuk mewujudkan keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan 
masyarakat. 
 
B. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh majelis hakim Pengadilan 
Negeri Boyolali pada saat proses pemeriksaan maupun dalam 
menjatuhkan putusan diluar dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut 
Umum. 
Dalam perkara yang penulis teliti majelis hakim Pengadilan Negeri  
Boyolali juga mendapat hambatan yang berupa tekanan kepentingan dari 
pihak yang berperkara, yaitu pihak yang mendukung terdakwa dan pihak 
yang menginginkan terdakwa di hukum dengan pidana yang seberat-
beratnya. Kedua pihak ini memiliki kepentingan dan alasan yang berbeda, 
berdasarkan wawancara penulis dengan majelis hakim yang memeriksa 
dan memutus perkara tersebut kepentingan dan alasan para pihak tersebut 
dapat dirangkum sebagai berikut : 
Pihak yang mendukung Terdakwa meminta para terdakwa 
dibebaskan dari hukuman, terdiri dari Penasehat Hukum Terdakwa, 
keluarga terdakwa dan warga masyarakat ditempat terdakwa tinggal. 
Menurut pendapat Penasehat hukum terdakwa yang mendasarkan pada 
aturan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana 
karena Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dibersalahkan tidak tercantum 
dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Menurut warga para 
terdakwa tidak bersalah bahkan dianggap sebagai pahlawan yang telah 
membantu menjaga keamanan dan menangkap penjahat (korban), dan juga 
usia para terdakwa masih sangat muda yang apabila di pidana penjara akan 
membuat masa depannya tidak baik. Pada saat pemeriksaan persidangan 
berlangsung para pendukung terdakwa banyak melakukan protes yang 
menghambat jalannya persidangan serta terkesan mengintimidasi jaksa 
dan hakim. 
Pihak yang menginginkan terdakwa di hukum maksimal, terdiri 
dari dari Jaksa Penuntut Umum dan keluarga korban. Dalam tuntutannya 
Jaksa Penuntut Umum meminta hakim menjatuhkan pidana perjara selama 
tiga (3) tahun kepada para terdakwa, hal ini karena perbuatan para 
terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri yang apabila dibiarkan 
akan menyebabkan merosotnya kewibaaan negara Indonesia sebagai 
negara hukum. Selain itu korban adalah kepala keluarga sehingga dengan 
meninggalnya korban menyebabkan keluarga korban mengalami kesulitan 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Pada dasarnya apa yang menjadi alasan dari masing masing pihak 
tidak hanya memberikan tekanan pada hakim tetapi sekaligus sebagai 
bahan pertimbangan yang harus disaring secara selektif agar tujuan dari 
hukum yang terkandung dalam putusan hakim akan dapat terwujud yang, 
salah satunya sebagai social engenering yaitu menciptakan masyarakat 
yang tertib dan nyaman. 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab III, penulis 
menarik simpulan sebagai berikut : 
    1. Alasan atau pertimbangan dipergunakannya yurisprudensi sebagai dasar 
hukum dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan adalah didasari 
beberapa alasan yaitu : 
            a.   Alasan Filosofis 
Alasan filosofis dipergunakannya yurisprudensi MA NO. 675 
K/Pid/1987, tanggal 21-03-1989 oleh Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Boyolali sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan 
diluar dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada perkara  
Nomor : 02 / Pid.B / 2007 / PN.Bi tanggal 22 Maret 2007 karena 
yurisprudensi tersebut memiliki tujuan yang sama dengan yang 
diinginkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yaitu 
dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemanusiaan dalam 
masyarakat serta selaras dengan asas hukum acara pidana khususnya 
asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (Contante justitie). 
Di sisi lain apabila hakim hanya menjadi corong undang-undang 
dengan berpedoman secara mutlak pada Pasal 191 (1) KUHAP yang 
membebaskan terdakwa dari hukuman, maka esensial serta tujuan dari 
hukum yang dicita-citakan tidak dapat terwujud bahkan akan 
merugikan semua pihak dalam persidangan perkara tersebut. 
Kebijakan hakim yang demikian merupakan perwujudtan hukum 
progresif. 
 b.  Alasan Yuridis 
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Adapun alasan yuridis diipergunakannya dipergunakannya 
yurisprudensi MA NO. 675 K/Pid/1987, tanggal 21-03-1989 oleh 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sebagai dasar hukum 
dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan yang diajukan Jaksa 
Penuntut Umum pada perkara  Nomor : 02 / Pid.B / 2007 / PN.Bi 
tanggal 22 Maret 2007, penulis membaginya menjadi tiga yaitu : 
     1). Bahwa Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang 
dapat dipergunakan oleh hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan 
putusan, walaupun hakim di Indoneisa bersifat otonom/mandiri 
(souverein) yang tidak terikat oleh yurisprudensi. Namun 
yurisprudensi tetap memiliki kekuatan mengikat apabila dikaitkan 
dengan kewibawaan hakim terutama dalam menciptakan 
keseragaman hukum yaitu menjatuhkan putusan dengan cara yang 
sama dalam perkara yang serupa. Sifat kemandirian Hakim secara 
otomatis akan hilang manakala pemikiran Hakim sejalan dengan 
yurisprudensi.  
     2). Asas Lex Specialis Derograt Lex Generalis, bahwa hukum yang 
bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat 
umum, pemahaman dari asas ini yang menjadi pola pemikiran 
Majelis Hakim dalam menerapkan Yurisprudensi MA  NO. 675 
K/Pid/1987, tanggal 21-03-1989 dalam perkara yang dihadapi, 
dengan analogi Yurisprudensi MA sebagai Hukum yang bersifat 
Khusus karena hanya mengatur hal yang tertentu yaitu dalam hal 
pasal yang dibersalahkan masih sejenis dan lebih ringan dari Pasal 
yang dicantumkan dalam surat dakwaaan Jaksa Penuntut Umum. 
Sebagai hukum yang bersifat umum adalah KUHAP terutama 
Pasal 191 (1). 
      3). Kekuasaan Kehakiman, bahwa unsur kekuasaan kehakiman yang 
terkandung UUD Dasar 1945 dan terutama dalam Pasal 28 ayat (1) 
UU NO. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah 
sebagai dasar sekaligus pedoman Hakim untuk lebih 
mengutamakan nilai keadilan dalam setiap keputusan yang 
dikeluarkannya dengan menggali dan memahami hukum yang 
bersifat luas tidak hanya sebatas hukum adalah undang-undang 
tetapi juga mengikutsertakan sumber hukum lain : hukum adat, 
perjanjian internasional,  yurisprudensi, dan Doktrin dalam rangka 
mewujudkan keputusan yang adil serta berkemanusiaan sesuai 
harapan masyarakat. 
    2. Hambatan-hambatan dalam memeriksa serta menjatuhkan putusan diluar 
dakwaan pada perkara  Nomor : 02 / Pid.B / 2007 / PN.Bi tanggal 22 
Maret 2007, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Menghadapi 
hambatan yang berupa konflik kepentingan dari para pihak yang 
berperkara. Setiap pihak baik yang mendukung terdakwa maupun pihak 
yang menginginkan terdakwa dihukum maksimal memiliki argumen 
masing-masing. Dimana argumen tersebut dapat menjadi hambatan berupa 
tekanan bagi Majelis Hakim untuk memihak salah satu pihak, tetapi hakim 
harus menyikapi setiap argumen secara selektif sehingga tidak menjadi 
tekanan sebaliknya argumen tersebut menjadi bahan pertimbang dalam 
menjatuhkan putusan secara adil. 
B.  Saran 
Dari hasil penulisan hukum ini Penulis hendak mengemukakan saran 
bagi pihak bersangkutan diharapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan 
dan masukan yang berguna dikemudian hari, adapun saran dari penulis adalah:  
1. Bagi setiap Hakim jangan pernah menyerah dan takut untuk 
memperjuangkan pelaksanaan hukum progresif di Indonesia Yaitu dengan 
mengutamakan keadilan dan kemanusian walaupun terkadang harus 
mengesampingkan kepastian hukum. Serta selalu meningkatkan 
kemampuan dalam menerapkan hukum secara cerdas dan bijaksana. 
2. Membuka pintu yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut serta 
mengawasi jalannya peradilan, serta selalu memberikan akses agar dapat 
mengetahui setiap pertimbangan yang dipergunakan hakim dalam 
menjatuhkan putusan sebagai wujud tanggung jawab hakim dalam 
mengenalkan hukum pada masyarakat. 
3. Menegakkan hukum progresif  adalah bukan hanya tugas Hakim saja 
tetapi juga setiap elemen hukum termasuk kalangan akademisi hukum dan 
masyarakat sendiri, agar apa yang diperjuangkan dalan hukum progresif 
akan memiliki kekuatan yang nyata karena di dukung semua pihak. 
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“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 
  
Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama 
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : 
TERDAKWA I  :  
 Nama lengkap  : AGUS SANTOSO bin SENEN  
 Tempat lahir  : Boyolali 
 Umur/tanggal lahir : 17 Desember  1986 
 Jenis kelamin  : laki-laki 
 Kebangsaan  : Indonesia. 
 Tempat tinggal : 
Dk.Manukan,Ds.Sindon,Kec.Ngemplak,Kab.Boyolali. 
 A g a m a  : Islam 
 Pekerjaan  : swasta 
TERDAKWA I  :  
    Nama lengkap  : YUSRONI BIN DALIMAN 
 Tempat lahir  : Boyolali 
 Umur/tanggal lahir : 30 MARET 1984 
 Jenis kelamin  : laki-laki 
 Kebangsaan  : Indonesia. 
 Tempat tinggal : 
Dk.Manukan,Ds.Sindon,Kec.Ngemplak,Kab.Boyolali. 
 A g a m a  : Islam 
 Pekerjaan   : swasta 
Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan 
surat/ penetapan Penahanan : 
1. Penyidik tanggal, 20 -10-2006 No.Pol.SP.HAN/374 /X/2006/Reskrim 
sejak tanggal, 20-10- 2006 s/d tanggal, 8-11-2006. 
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal, 8 Nopember  2006 No.B 
:23/0.3. 29/Epp /2/9/11 / 2006 sejak tanggal, 9 Nopember 2006 s/d 
tanggal,18 Desember 2006 
3. Penuntut Umum tanggal, 18-18 - 2006 No.Print: 1.196 
/0.3.29/Ep.1/12/2006 sejak tanggal,18-12- 2006 s/d tanggal, 6 Januari 
2007  
4. Hakim Pengadilan  Negeri Boyolali sejak tanggal,4 Januari 2007 s/d 2 
Pebruari 2007 ; 
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri  29 Januari 2007 No. 06 / 
Pen.Pid /2007/  
PN Bi …………………………… 
PN Bi , sejak tanggal 3 Pebruari 2007 s/d 3 April 2007 ; 
 Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Nopember 2006 
dipersidangan didampingi penasehat hukum Rikawari,SH, Drs.Suwanta,SH 
,Zainal Abidin,SH, Dyah Liestriningsih,SH ,Bambang Tri Haryanto,SH Advokat, 
dari POSBAKUM DPC.IKADIN Surakarta  yang beralamat di  Jln.Songgorunggi 
17 A Surakarta  ; 
 PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; 
 Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali No. 4 
Januari 2007 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang 
memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas; 
 Telah membaca penetapan Hakim  No.02 /Pen. Pid/2007/PN.Bi tanggal 4 
Januari 2007 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut ; 
 Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ; 
 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa  di 
persidangan ; 
 Telah melihat dan mencocokkan barang bukti yang diajukan dipersidangan  
 Menimbang , bahwa telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut 
Umum yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 18 Mei  2006 yang 
pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 
ini memutuskan sebagai berikut :  
1. Membebaskan Terdakwa I AGUS SANTOSO Bin SENEN dan Terdakwa 
II YUSRONI Bin DALIMAN dari dakwaan Primair Pasal 338 Jo. Pasal 
55 ayat 1 ke1 KUHP; 
2. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I AGUS SANTOSO Bin 
SENEN dan Terdakwa II YUSRONI Bin DALIMAN dinyatakan terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum, bersama-sama 
melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jikalau kekerasan 
yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP. 
3. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I AGUS 
SANTOSO Bin SENEN dan Terdakwa 11 YUSRONI Bin DALIMAN 
berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan 
selama para terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan. 
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah TV Merk Toshiba 
berwarna 21 inchi, disita untuk barang bukti perkara lain , 2 (dua) batang 
kayu dengan panjang 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan. 
5. Menetapkan agar  para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing   
sebesar Rp. 2.500, (dua  ribu lima ratus rupiah). 
Menimbang, bahwa atas tuntutuan pidana tersebut Terdakwa melalui 
Penasehat  
Hukum……………………………………  
Hukum para terdakwa mengajukan  pembelaan secara Tertulis yang dibacakan 
dipersidangan pada tanggal 12 Maret 2007 dengan kesimpulan / permohonan, 
bahwa dari berbagai uraian yang telah diuraikan dalam analisa fakta dan analisa 
yuridis tersebut diatas disimpulkan sebagai berikut :  
a. Primair pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat – 1 ke -1 KUHP tidak terbukti ; 
b. Susidair Pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHP tidak terbukti ; 
c. Pasal tambahan 170 ayat 1 dan 2 ke -1 KUHP tidak ada landasan dan 
dasar  
    hukum yang kuat, sehingga harus dikesampingkan ;  
Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Para terdakwa 
tersebut  Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lesan, dengan 
mengajukan tanggapan bahwa Yurisprudensi yang dijadikan sebagai dasar untuk 
mengajukan tuntutan adalah termasuk juga Sumber Hukum sehingga tetap dapat 
menjadi landasarn hukum dengan itu Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap 
pada tuntutanya sedangkan Penasehat Hukum Para  terdakwa dalam dupliknya 
secara lesan menyatakan tetap pada pembelaan semula; 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan 
sebagaimana teruarai dalam dakwaan No. Reg.Perk PDM-244/BYL/Ep.1/12/2006 
tertanggal 27 Desemberr   2006 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 
PRIMAIR : 
            Bahwa terdakwa I Agus Santoso dan terdakwa II Yusroni baik secara 
bersama-sama maupun secara sendiri dengan saksi Triyono  dan saksi Saliman 
(yang perkaranya displit dan disidangkan tersendiri) sebagai orang yang 
melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, pada hari 
Sabtu tanggal 14 Oktober 2006 sekira jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada 
suatu waktu dalam bulan Oktober 2006 di tengah sawah sebelah barat Dukuh 
Sawit Desa Sindon, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali atau setidak-tidaknya di suatu 
tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja, 
menghilangkan nyawa orang, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara 
sebagai berikut : 
          Ketika para terdakwa mendengar kabar dari saksi Sugiman yang 
memberitahu bahwa adik saksi Sugiman yang bernama saksi Sugimin telah 
kehilangan televisi yang diduga telah dicuri oleh korban Suhardi, lalu para 
terdakwa masing–masing sambil membawa sepotong kayu bersama saksi Triyono 
dan saksi Saliman berusaha mencari televisi disekitar kampung namun tidak 
diketemukan kemudian mencari ke sawah-sawah berhasil menemukan televisi, 
lalu saksi Triyono kembali ke kampung memberitahu warga bahwa televisi telah 
ditemukan ditengah sawah sedangkan para terdakwa dan saksi Saliman tetap 
berada ditengah sawah menunggui televisi, sesaat kemudian saksi Triyono 
kembali lagi ke sawah memberitahu kepada para terdakwa dan saksi Saliman 
kalau warga sudah siap di kampung, tidak lama kemudian korban Suhardi datang 
mengambil televisi lalu para terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman 
berteriak maling-maling sambil  
berusaha ………………………………….. 
berusaha menangkap korban Suhardi namun korban Suhardi melemparkan televisi 
ke arah saksi Saliman dan saksi Triyono lalu korban Suhardi melarikan diri ke 
arah selatan, selanjutnya para terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman 
berusaha mengejar korban Suhardi, sesampainya disebelah selatan sungai korban 
Suhardi berbalik arah memukul saksi Triyono dengan menggunakan sebongkah 
tanah, lalu saksi Triyono membalas dengan menggunakan besi bekas skok sepeda 
motor memukul korban Suhardi hingga jatuh tertelungkup, kemudian para 
terdakwa bersama saksi Saliman beramai-ramai memukul korban Suhardi, dengan 
cara: 
§ saksi Saliman dengan menggunakan bendo (pisau besar) diayunkan ke arah 
korban Suhardi mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 kali, mengenai 
tangan 1 kali dan mengenai kaki sebanyak 2 kali,   
§ terdakwa I dengan menggunakan kayu berbentuk bulat kecil dengan panjang 
kurang lebih 1 meter memukul korban Suhardi sebanyak 2 kali mengenai 
bagian punggung dan tangan  
§ terdakwa II dengan menggunakan kayu berbentuk bulat kecil dengan panjang 
kurang lebih 1 meter memukul korban Suhardi sebanyak 2 kali mengenai 
bagian punggung dan tangan,               
Selanjutnya para terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman 
meninggalkan korban Suhardi tergeletak dan meninggal dunia di tempat kejadian, 
menuju kampung untuk memberitahu kepada warga bahwa korban Suhardi yang 
diduga mencuri televisi telah tertangkap dan tergeletak di sebelah selatan sungai.  
             Akibat perbuatan para terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman 
korban Suhardi meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 
60/MF/X/2006, tanggal pemeriksaan 14 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh 
dr. Budiyanto, SpF., dokter pada Bagian Kedokteran Forensik dan Medicolegal 
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dengan kesimpulan hasil 
pemeriksaan sebagai berikut :  
Korban meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang dasar 
tengkorak oleh karena kekerasan benda tajam pada kepala. Perkiraan saat 
kematian 12 sampai 24 jam yang lalu (13 Oktober 2006 jam 19.30 sampai 14 
Oktober jam 07.30). 
            Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat 1 ke - 1  KUHP. 
SUBSIDIAIR : 
        Bahwa terdakwa I Agus Santoso dan terdakwa II Yusroni dengan saksi 
Triyono  dan saksi Saliman (yang perkaranya displit dan disidangkan tersendiri), 
pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair, dimuka umum, 
bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang 
menyebabkan matinya orang, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara 
sebagai berikut : 
            Ketika para terdakwa mendengar kabar dari saksi Sugiman yang 
memberitahu  
bahwa ………………………………………. 
bahwa adik saksi Sugiman yang bernama saksi Sugimin telah kehilangan televisi 
yang diduga telah dicuri oleh korban Suhardi, lalu para terdakwa bersama saksi 
Triyono dan saksi Saliman berusaha mencari televisi disekitar kampung namun 
tidak diketemukan kemudian mencari ke sawah-sawah berhasil menemukan 
televisi, lalu saksi Triyono kembali ke kampung memberitahu warga bahwa 
televisi telah ditemukan ditengah sawah sedangkan para terdakwa dan saksi 
Saliman tetap berada ditengah sawah menunggui televisi, sesaat kemudian saksi 
Triyono kembali lagi ke sawah memberitahu kepada para terdakwa dan saksi 
Saliman kalau warga sudah siap di kampung, tidak lama kemudian korban 
Suhardi datang mengambil televisi lalu para terdakwa bersama saksi Triyono dan 
saksi Saliman berteriak maling-maling sambil berusaha menangkap korban 
Suhardi namun korban Suhardi melemparkan televisi ke arah saksi Saliman dan 
saksi Triyono lalu korban Suhardi melarikan diri ke arah selatan, selanjutnya para 
terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman berusaha mengejar korban 
Suhardi, sesampainya disebelah selatan sungai korban Suhardi berbalik arah 
memukul saksi Triyono dengan menggunakan sebongkah tanah, lalu saksi 
Triyono membalas dengan menggunakan besi bekas skok sepeda motor memukul 
korban Suhardi hingga jatuh tertelungkup, kemudian para terdakwa bersama saksi 
Saliman beramai-ramai memukul korban Suhardi, dengan cara : 
§ saksi Saliman dengan menggunakan bendo (pisau besar) diayunkan ke arah 
korban Suhardi mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 kali, mengenai 
tangan 1 kali dan mengenai kaki sebanyak 2 kali,   
§ terdakwa I dengan menggunakan kayu berbentuk bulat kecil dengan panjang 
kurang lebih 1 meter memukul korban Suhardi sebanyak 2 kali mengenai 
bagian punggung dan tangan  
§ terdakwa II dengan menggunakan kayu berbentuk bulat kecil dengan panjang 
kurang lebih 1 meter memukul korban Suhardi sebanyak 2 kali mengenai 
bagian punggung dan tangan,               
Selanjutnya para terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman 
meninggalkan korban Suhardi tergeletak, menuju kampung untuk memberitahu 
kepada warga bahwa korban Suhardi yang diduga mencuri televisi telah 
tertangkap dan tergeletak di sebelah selatan sungai.  
            Akibat perbuatan para terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman 
korban Suhardi meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 
60/MF/X/2006, tanggal pemeriksaan 14 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh 
dr. Budiyanto, SpF., dokter pada Bagian Kedokteran Forensik dan Medicolegal 
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dengan kesimpulan hasil 
pemeriksaan sebagai berikut :  
Korban meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang dasar 
tengkorak oleh karena kekerasan benda tajam pada kepala. Perkiraan saat 
kematian 12 sampai 24 jam yang lalu (13 Oktober 2006 jam 19.30 sampai 14 
Oktober jam 07.30). 
Perbuatan……………………………………. 
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 170 ayat 2 ke - 3  KUHP. 
Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan baik terdakwa 
maupun Penasehat Hukum mereka menyatakan telah mengerti isi dan maksud 
dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;  
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 
1(satu) buah TV berwarna 21 Inchi merk Toshiba. 
- 2 (dua) buah cabang kayu metir bentuk bulat panjang 1 meter. 
Menimbang , bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi 
dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai 
berikut : 
1. Saksi  SUYATNO al. GONDRONG, dipersidangan  dibawah memberikan  
keterangan sumpah  : 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan 
keluarga dengan terdakwa  
- Bahwa saksi saksi masih ingat pada hari pada hari Sabtu,14 Oktober  
2006 sehabis sholat tarawih saksi pergi kesawah  untuk  mencari air 
mengairi sawah sekitar jam 01.30 Wib saksi mendengar suara  teriakan 
maling-maling dari arah timur kemudian saksi  ikut mengejar dan selain 
saksi juga banyak warga yang juga mengejar pencurinya dengan 
membawa penerangan dan ada yang membawa sepeda motor ; 
- Bahwa saksi membenarkan dengan penerangan tersebut saksi bisa 
melihat kalau pencurinya /orang yang dikejar larinya kearah 
selatan/sungai , tetapi saksi tidak tahu atau tidak melihat siapa orang 
yang dikejar masa tersebut ; 
- Setelah dikejar-kejar warga / masa di tempat kejadian saksi mendekat 
dan   korban sudah tergeletak / tidak bergerak-gerak. ternyata yang 
tergeletak adalah Suhardi al.Gunung dan saksi mengenal korban karena 
tetangga satu dukuh ;  
- saksi tidak tahu apa yang terjadi tetapi menurut masa  korban dimasa 
tidak mendengar cerita siapa saja yang  menganiaya korban,  ditempat 
tersebut saksi melihat ada yang membawa alat sepintas ada yang 
membawa kayu dan alat   lainnya.  
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut sekitar 300 meter ditempat 
kejadian saksi tidak melihat terdakwa Agus  maupun TerdakwaYusroni, 
tetapi saksi tidak papasan dengan kedua terdakwa tetapi hanya  
berpapasan dengan Saliman dan Triyono 
- Bahwa setelah kejadian itu yang saksi lakukan sambil menunggu petugas 
saksi menjaga korban yang tergeletak bersama warga lainnya berjarak 
kurang lebih 3 meter, saksi melihat luka pada kepala korban dan 
berdarah ; 
- Bahwa saksi ditempat kejadian tidak melihat barang-barang bukti yang  
diperlihatkan ………………….............. 
diperlihatkan di persidangan tersebut ;  
- Bahwa saksi membenarkan sebelum tewas, saksi memang sudah kenal 
dengan korban selama ini tabiatnya meresahkan warga karena 
pekerjaannya mencuri harta bendanya milik warga kampung. Tetapi 
melakukan pencurian belum pernah tertangkap dan tidak ada yang berani 
melaporkan kejadian ke petugas   kepolisian karena korban mengancam 
akan membunuh   siapa yang melaporkan ke polisi.  
- Bahwa saksi membenarkan ada bukti  pak Wagiman pernah cekcok 
dengan korban dan akhirnya  harta bendanya pak Wagiman habis dicuri  
- Bahwa sepengetahuan saksi perangkat desa pak Carik memang pernah 
menasehati korban,tapi pak   Carik malah menjadi korban yaitu waktu 
mengisi acara   pengajian rumahnya dimasuki pencuri ; 
- Bahwa sebelum kejadian  saksi bertemu dengan kedua terdakwa setelah 
kejadian   dikampung.  
- Bahwa sebelum berangkat kesawah atau sehabis sholat tarawih saksi 
mendengar kalau ada pencurian tetapi tidak ikut mencari pencurinya,  
waktu ada teriakan maling-maling saksi sudah ada disawah pertama-
tama ada teriakan maling-maling hanya satu  atau dua orang tetapi lama 
kelamaan banyak orang ;  
- Bahwa waktu saksi mendekati tempat kejadian saksi tidak melihat kedua 
terdakwa ikut mendekat ; 
- Bahwa waktu saksi mendekati korban saksi tidak yakin sudah meninggal 
dunia atau belum,tapi  memang korban sudah tidak bergerak sampai 
ketempat kejadian sudah tidak ada yang  menganiaya, atau sudah selesai 
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti TV dan ditrangkan sebagai 
milik Sugimin yang hilang 
 Atas keterangan  saksi tersebut para  terdakwa membenarkan .  
2.   Saksi  SURATMIN, dipersidangan  dibawah sumpah memberikan keterangan  
: 
- Bahwa  saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan 
keluarga dengan terdakwa ;   
- Bahwa , saksi ingat ada kejadian pada hari pada hari Sabtu,14 Oktober  
2006 habis sholat tarawih saksi bersama keluarga tidur  dirumah. 
kemudian sekitar jam 01.30 Wib saksi mendengar suara  teriakan 
maling-maling kemudian saksi keluar rumah  dan sampai diprapatan 
sudah banyak orang berkumpul. menurut orang-orang yang diambil TV 
dirumah milik  Sugimin. 
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil TV tersebut tetapi dari 
orang-orang mengatakan yang mengambil adalah Suhardi ( korban ) 
sudah tertangkap dan sudah dimasa/dianaiaya beramai-ramai, tidak tahu 
dan tidak mendengar siapa saja yang    menganiaya korban ; 
- Bahwa saksi tidak melihat kedua Terdakwa ;  
- Bahwa………………………….. 
- Bahwa saksi membenarkan korban memang sering membuat keonaran 
semasa hidupnya tabiatnya  meresahkan masyarakat, suka mengancam 
warga , sering mencuri harta benda milik warga. 
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi 
tidak tahu karena belum pernah melihat barang bukti tersebut ;  
Atas keterangan  saksi tersebut para  terdakwa membenarkan 
3.   Saksi  SRIYATUN al. ATUN, dipersidangan  dibawah sumpah memberikan 
keterangan 
- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya yaitu pada hari  Jum’at  tanggal,13 
Oktober 2006 sekitar jam 16.00 Wib saksi pulang dari bekerja dan 
dirumah bertemu dengan suami  yang sedang momong anak 
saksi.,kemudian sekitar jam 17.00 Wib suami saksi pergi bersama dengan 
Jauhari ketempat adiknya di daerah Bulu  Nogosari dan setelah itu 
langsung pulang lagi.,kemudian pada jam 21.00 Wib.suami keluar rumah 
dan   kemana saksi tidak mengetahuinya.  
- Bahwa Setelah suami saksi pergi keluar rumah saksi kemudian tidur 
bersama kedua anak saksi, sekitar jam 01.30 Wib.saksi kemudian 
dibangunkan oleh kakak ipar saksi yang bernama  Suharno. dan 
memberitahu kalau  suamimu meninggal dunia disawah. 
- Bahwa saksi membenarkan Suharno juga memberi tahu kalau Suhardi 
meninggal   dunia karena dikeroyok masa dan dituduh mencuri TV 
milik tetangga ;  
- Bahwa - setelah kejadian jenasah suami saksi  langsung dibawa  kerumah 
Sakit Boyolali dan tidak dibawa pulang kerumah dahulu. jenasah suami 
saksi setelah sampai di Rumah Sakit Boyolali ternyata tidak diterima dan  
kemudian dibawa ke  Rumah Sakit Umum Surakarta Jebres,  saksi tidak 
ikut ke Boyolali ataupun ke Solo 
- Bahwa - jenasahnya sebelum dimakamkan tidak dibawa pulang  kerumah 
saksi dahulu tetapi langsung kemakam desa, hal tersebut memang saksi 
menyetujui saksi tidak ikut kepemakaman;  
- Bahwa saksi sama sekali  tidak tahu bagaimana kondisi fisiknya  suami 
saksi, saksi hanya diberitahu kalau yang dimakamkan adalah  suami saksi 
;  
- Bahwa saksi membenarkan waktu itu Suharno  hanya bilang suami saksi 
telah mati  tetapi tidak memberitahu siapa yang menganiaya.  
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau suami saksi sering melakukan 
pencurian yang saksi tahu keseharian korban selama berada dirumah 
korban hanya momong anak, dan kalau pagi mengantar   saksi pergi 
bekerja dan pergi kesawah kalau saksi sudah   pulang kerja.  
- Bahwa selama saksi di Manukan pernah ada keluhan dari tetangga dan 
selama menjadi isterinya saksi belum pernah melihat korban membawa 
pulang bungkusan,ataupun uang yang banyak atau barang-barang lainnya 
;  
- Bahwa ………………………………. 
- Bahwa saksi membenarkan suami saksi memang pernah meminjam 
sepeda motor milik   Jauhari sampai sekarang belum kembali ; 
Atas keterangan saksi tersebut  terdakwa  keberatan, bahwa yang benar suami 
saksi sering melakukan pencurian dan membuat keonaran ; 
4.   Saksi  SUHARNO, dipersidangan  dibawah sumpah memberikan keterangan   
- Bahwa , saksi kenal  dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan 
keluarga dengan terdakwa; 
- Bahwa saksi saksi masih ingat kejadiannya yaitu pada hari Sabtu  14 
Oktober 2006 saksi saat itu tidur dirumah bersama isteri pada jam + 01.30 
Wib dibangun oleh isteri kalau ada teriakan maling-maling,saksi kemudian 
bangun dan keluar rumah. setelah mendengar teriakan maling saksi keluar 
rumah dan mengikuti orang-orang mengejar menuju kearah   tengah 
sawah; 
- Bahwa dalam perjalanan ketengah sawah saksi bertemu dengan   kedua 
terdakwa dan Triyono serta Saliman, dan Saliman bilang sama saksi" Lik 
pulang saja keluargamu  dikumpulke mendengar perkataan Saliman saksi 
merasa terkejut dan   merasa tidak pikiran saksi.  kemudian terus kearah 
tempat kejadian sampai di    sana saksi  bertanya kepada orang yang 
berkumpul  “ malingnya sudah tertangkap atau belum “ ;  mereka bilang 
sama saksi sudah tertangkap dan mereka   menujukkan tempat korban 
tergeletak , semula saksi tidak mengetahui kemudian orang saya balikkan 
badannya ternyata setelah saya amati orang  tersebut adalah adik saksi 
yang bernama Suhardi ; 
- Bahwa saksi tahu luka-luka korban lengan dan kaki patah dada luka kena 
sayatan parang,tengkuk dan kepala bagian be lakang bocor beberapa 
tempat. Mengetahui keadaan tersebut saksi kemudian pulang akan tetapi 
saksi terus pingsan ; 
- Sebelum kejadian  paginya saksi mau pergi kemudian menitipkan kunci ke  
rumah korban,setelah pulang dari bepergian saksi ambil  kunci dirumah 
korban dan korban ada dirumah bersama  anaknya kemudian pada  jam 
21.00   Wib.saksi   kesawah untuk   mengairi air dan saksi pulang sekitar 
jam 23.00 Wib saksi pulang dan ditengah jalan berpapasan dengan korban 
dan sempat jagongan dan berbincang-bincang. korban malam itu katanya 
juga mau  mengairi sawah ; 
- Bahwa sebelum kejadian saksi memang sudah mendengar kalau ada orang 
kehilangan TV karena diambil pencuri yang kehilangan TV adalah 
Sugimin ;  
- Bahwa saksi membenarkan  setelah korban meninggal dunia keadaan 
kampung menurut warga sudah aman. 
- Bahwa saksi membenarkan didaerahnya tidak aman  selain Sugimin 
memang ada orang lain ada yang kecuri   an sapi,kambing dan saksi 
sendiri pernah kehilangan  diesel.  
- Bahwa……………………………………. 
- Bahwa saksi tahu luka dibagian dada korban bekas senjata sayatan parang 
luka bagian kaki dan lengan kelihatannya remuk tulangnya dan waktu di 
tempat kejadian saksi tidak ada melihat barang barang yang bisa 
digunakan untuk menganiaya korban 
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ada ditepi jalan kearah tempat 
kejadian perkara ; 
- Bahwa Pada waktu saksi berpapasan dengan terdakwa dan Saliman serta 
Triyono arahnya dari tempat kejadian perkara. waktu saksi berpapasan 
dengan mereka memang juga  ada orang/warga lain yang arahnya juga dari 
tempat kejadian perkara. saksi tidak memperhatikan para terdakwa 
membawa  alat apa waktu berpapasan dengan saksi. 
Terhadap keterangan saksi IV tersebut para terdakwa menyatakan  benar  
menyatakan tidak keberatan. 
5.  Saksi PAIDI, dipersidangan dibawah sumpah  memberikan keterangan   
- Bahwa  saksi masih ingat awal mula kejadian pada waktu kejadian saksi 
tidur dirumah dan sekitar jam  01.30 Wib ada teriakan maling-maling 
saksi kemudian   keluar rumah dan diluar sudah banyak warga. 
- Bahwa pada waktu saksi keluar rumah saksi kumpul sama warga dan 
bertanya apa yang  terjadi dan masa bilang kalau ada pencuri TV milik  
Sugimin dan pencurinya sudah tertangkap, pada waktu itu warga juga 
bercerita pencurinya Suhardi dan sekarang  sudah meningga dunia 
disawah ; 
- Bahwa saksi mengetahui penyebab meninggalnya Suhardi karena  
dikeroyok masa. 
- Bahwa setelah diberitahu warga saksi tidak datang kelokasi kejadian;  
- Bahwa sepengetahuan saksi warga pada waktu itu tidak membawa alat-
alat  ;  
- Bahwa Semasa korban masih hidup saksi kenal dengan korban Suhardi 
karena    masih satu RT. tingkah laku korban semasa hidupnya memang 
suka  mencuri serta membuat resah warga dikampung memang sering 
terjadi pencurian.  
- Bahwa saksi pernah mendengar barang yang hilang TV,CD,kambing  sapi 
diesel. 
- Bahwa setelah korban meninggal dunia keadaan desa aman ; 
Terhadap keterangan saksi V tersebut para terdakwa menyatakan  benar dan 
para terdakwa  menyatakan tidak keberatan 
6.  Saksi  SUGIMAN, dipersidangan  dibawah sumpah memberikan keterangan  
- Bahwa pada hari Jum'at 13 Oktober 2006 pada bulan puasa saksi sehabis 
sholat tarawih pulang kerumah dan melihat rumah Sugimin jendela dan 
pintu terbuka dan lampu dalam keadaan padam, saksi kemudian 
mengelilingi rumah  mencari Sugimin dan ternyata Sugimin memang 
belum pulang kerumah. - saksi merasa  
curiga …………………………………… 
curiga rumah Sugimin dimasuki pencuri   karena rumah Sugimin dalam 
keadaan kosong ditinggal   pemiliknya pergi kerumah orang tua., setelah 
saksi mendekat dan melihat kedalam rumah TV milik Sugimin yang 
biasanya ada diatas bufet  
sudah tidak ada ; 
- Bahwa saksi kemudian memberitahu warga yang saat itu ada  diprapatan 
sepulang dari sholat tarawih  
- Bahwa saksi beritahu kejadian tersebut diadakan pencarian dimana TV 
dibawa pencurinya sampai jam 21.00 Wib karena tidak ada hasilnya 
warga pulang kerumah masing-masing dan setelah warga pulang kerumah 
masing-masing selanjutnya sekitar 01.30 Wib. ada teriakan maling-
maling dari   arah sebelah timur desa. saksi kemudian keluar rumah 
bertemu dengan warga   yang lainnya dan menuju kearah selatan/sawah 
tetapi  baru sampai pinggiran desa mendegar kabar kalau pencurinya telah 
tertangkap dan masa bilang kalau pencurinya ternyata Suhardi pencurinya 
sudah meninggal dunia. 
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Suhardi meninggal   dunia. 
-  Bahwa saksi tidak bertemu dengan kedua terdakwa 
- Bahwa sepengetahuan saksi masa waktu itutidak tidak membawa 
peralatan hanya membawa senter atau alat penerangan lainnya ; 
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi 
tidak mengetahui ; 
- Bahwa kelakuan Suhardi semasa masih suka membuat resah warga, suka 
melakukan pencurian- saksi tahu sendiri karena pernah mengalami pompa 
Sanyo milik saksi diambil oleh Suhardi,tetapi saksi Tanya  “ Lik pompa 
saya mau dibawa kemana?  Suhardi kemudian menaruh pompa Sanyo 
milik saksi tetapi sambil mengancam jangan bilang sama siapa –  siapa.  
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi tidak berani melaporkan kejadian 
tersebut kepada  polisi atau pak RT.juga kepada saksi tidak melaporkan 
kepada keluarganya karena saksi takut, bagi saksi yang penting Sanyo 
sudah dikembalikan kepada saksi. 
- Bahwa saksi membenarkan setelah kematian Suhardi keadaan desa 
menjadi aman. 
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan 
dipersidangan ; 
Terhadap keterangan saksi VI tersebut   para terdakwa menyatakan  benar dan 
para terdakwa  menyatakan tidak keberatan  
7. Saksi JAUHARI dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada 
pokoknya, 
- Bahwa  saksi mengetahui ada kejadian - pada hari Jum’at,13 Oktober 
2006 + jam 22.00 Wib sewaktu saksi tidur dirumah datang Suhardi 
kerumah  dan  bermaksud  
meminjam …………………………… 
meminjam sepeda motor, waktu saya tanya untuk apa meminjam sepeda 
motor  Suhardi mengatakan untuk mengurut air   mengairi  Sawah.setelah 
sepeda motor dibawa Suhardi kemudian saksi tidur lagi. Dan - setelah 
saksi tidur lagi kemudian pada jam 01.30 Wib.ada teriakan maling-maling 
dari arah timur desa, saksi   kemudian bangunan dan keluar rumah dan 
diluar rumah  sudah banyak masa berkumpul sekitar 100 orang.  
- Bahwa saksi membenarkan - waktu saksi keluar rumah masa banyak yang 
cerita  TV   milik Sugimin hilang. banyak warga yang mengejar 
pencurinya dan kemudian  ada kabar kalau pencurinya tertangkap dan 
dimasa. 
- Bahwa saksi mendengar pencurinya katanya sudah meninggal dunia,tetapi 
saksi tidak datang atau mendekati lokasi korban. 
- Bahwa saksi mendengar kalau korban dibawa ke Rumah Sakit Boyolali 
dan  terus dibawa ke RS Umum Jebres Solo. setelah dari Rumah Sakit 
Umum korban langsung dimakamkan di Makam Desa. saksi ikut layat 
saksi tidak melihat karena waktu pemakaman petimatinya tidak dibuka 
langsung dimakamkan. 
- Bahwa Saksi membenarkan korban pinjam sepeda motor saksi Yupiter 
No.Pol. AD 3602 MM.hingga saat ini belum dikembalikan alasan pinjam 
hanya bilang untuk mengurut air disawah 
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah saya tanyakan kepada isterinya tetapi 
tidak tahu dan juga sudah saksi cari tetapi   tidak ketemu 
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa waktu itu ;  
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan 
dipersidangan ;  
Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan menyatakan 
tidak keberatan ;  
8. Saksi  SUWANDI HADI SUWARNO. dipersidangan dibawah sumpah 
memberikan keterangan sebagai berikut: 
- Bahwa  yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Jum'at.13 Oktober 
2006 sehabis sholat tarawih  saksi pergi kesawah untuk mengairi sawah 
bersama pak Kushartono sambil menunggu air sawah penuh saksi tidur 
diatas tumpukan jerami. sekitar jam 22.00 Wib.saksi pergi kedam untuk 
mengecek air disaluran sampai jam 23.00 Wib.kemudian pulang ketempat 
semula dan pada jam 23.00 Wib.saksi Yatno datang juga bermaksud   
mengairi sawah. karena saksi bersama pak Kushartono merasa kehausan,  
rokok juga telah habis,pak Kushartono menyuruh Yatno mencarikan rokok 
dan minuman di pasar Mangu. setelah Yatno kembali dan membawa 
minuman serta  rokok kemudian kami bertiga tidur. 
- Bahwa pada saat saksi tidur disawah sekitar jam 01.30 Wib.terdengar 
suara teriakan maling-maling dari arah kampung  kemudian muncul orang 
dalam jumlah yang  
banyak ………………………………………. 
banyak lari mengejar kearah selatan. 
- Bahwa saksi membenarkan saksi melihat ada orang yang dikejar oleh 
orang-orang lari kearah selatan 
- Bahwa  saksi tidak ikut mengejar saksi bersama Kushartono dan Suyatno 
alias Gondrong berada diperempatan sawah   menunggu air disawah. 
sekitar 15 menit orang-orang ribut mengejar pencurinya  setelah itu diam 
sudah tidak ada teriakan lagi. 
- Bahwa setelah itu saksi bersama Kushartono bermaksud ketempat kejadian 
belum sampai sudah berpapasan dengan  Suharno dan diperoleh kabar  
kalau pencurinya sudah tertangkap dan dikatakan sudah rampung; 
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksudnya rampung tersebut dan saksi tidak 
ketempat kejadian saksi hanya ditempat dite mukan TV dijalan menuju 
kesawah ; 
- Bahwa saksi tidak tahu TV terebut milik siapa ; 
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan para Terdakwa ; 
- Bahwa , saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan 
dipersidangan ; 
Terhadap keterangan saksi VIII tersebut   para terdakwa menyatakan  benar 
dan para terdakwa  menyatakan tidak keberatan. 
9. Saksi  KUSHARTONO,  dipersidangan dibawah sumpah memberikan 
keterangan sebagai berikutut   
- Bahwa , pada hari Jum'at.13 Oktober 2006 sehabis sholat tarawih  saksi 
pergi kesawah untuk mengairi sawah bersama pak   Suwandi sambil 
menunggu air sawah penuh saksi tidur diatas tumpukan jerami. pada jam 
23.00 Wib.saksi Yatno datang juga bermaksud  mengairi sawah 
selanjutnya karena saksi bersama Wandi merasa kelaparan, rokok juga 
telah habis,saksi menyuruh Yatno untuk mencarikan  rokok dan minuman  
- Bahwa  setelah Yatno kembali dan membawa minuman serta rokok 
kemudian kami bertiga tidur. 
- Setelah saksi bersama Yatno dan Suwandi tidur sekitar jm 01.30 
Wibterdengar suara teriakan maling-maling , setelah bangun saksi bingung 
dari arah mana teriakan  maling-maling tersebut, saksi juga sedang 
mencari sandal dibawah tumpukan jerami, pada saat saksi mencari sandal 
sudah banyak orang yang mengejar pencurinya bahkan saksi sudah 
dilompati orang -orang yang mengejar pencurinya. orang-orang yang 
lewat banyak sekali dan lebih dari 10  orang  dari arah desa dari arah 
lainnya saksi tidak mengetahui orang yang mengejar pencuri  membawa 
alat apa saja saksi masih ingat berapa lama teriakan maling-maling sekitar 
15 menitan  
- Bahwa  saksi bersama dengan pak Suwandi tidak ikut mengejar  karena 
menunggui  
sepeda ……………………………………… 
sepeda motor milik saksi. setelah lima belas menit saksi tanya kepada 
orang yang lewat,apakah pencurinya   sudah tertangkap,ada yang 
menjawab sudah rampung maksunya sudah ditangkap dan digebuki masa. 
- Bahwa saksi  tidak tahu dan tidak mendengar siapa saja yang  ikut 
memukuli korban dan saksi membenarkan . saksi masih ingat yang 
menjawab Suharno  
- Bahwa saksi tahu pencurinya karena kata orang-orang pencurinya Suhardi 
dan saksi membenarkan setelah kejadian tidak ketempat kejadian karena 
saksi malam itu diberi tugas oleh pak Carik supaya menunggui TV sambil 
menunggu polisi datang. 
- Bahwa  waktu saksi menunggui  TV saksi malam itu tidak bertemu dengan 
para terdakwa dan saksi tidak melihat barang bukti yang diperlihatakan 
dipersidangan ditempat ketika saksi menunggui TV tersebut ; 
- Bahwa saksi membenarkan  saksi tidak bisa melihat tetapi saksi lihat arah 
lampu sepeda motor dan lampu senter sorotnya kearah tempat kejadian 
perkara 
- Bahwa Pada waktu saksi menunggui TV yang kembali dari tempat 
kejadian banyak orang- saksi tidak melihat para terdakwa kembali dari 
tempat  kejadian perkara. 
- Bahwa saksi hanya kenal biasa dengan Suhardi,karena sama - sama 
mengurus sawah setahu saksi tabiat Suhardi negatif karena suka mencuri 
meresahkan warga, karena suka mengancam. 
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti TV tetapi tidak mengetahui 
Barang buktti yang lain ;  
 Terhadap keterangan saksi IX tersebut   para terdakwa menyatakan  benar 
dan para terdakwa  menyatakan tidak keberatan. 
10. Saksi SUGIMIN setelah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir atas 
perimintaan Jaksa Penuntut Umum keterang dalam BAP dibacakan yang pada 
pokoknya  menerangkan sebagai berikut :  
- Bahwa benar saksi mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan 
keluarga/famili;  
- Bahwa benar saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2006 sekitar 
pukul 14.30 Wib sepulang dari kerja melihat TV yang ditaruh saksi di 
dalam bipet sudah tidak ada dan melihat jendela depan dalam keadaan 
rusak bekas dijugil; 
- Bahwa benar TV milik saksi yang hilang tersebut bermerk TOSHIBA 21 
inchi berwarna, dan sebelum hilang ditaruh di dalam bipet di ruang 
istirahat; 
- Bahwa benar pada saat pencurian rumah saksi dalam keadaan kosong 
karena ditinggal bekerja di Karanganyar dan istrinya berada di tempat 
orang tuanya di Dukuh Turunan, Ngemplak, Boyolali; 
- Bahwa benar saksi mendengar dari masyarakat kalau pelaku pencurian 
yang meninggal tersebut adalah korban SUHARDI al. GUNING yang 
merupakan  
tetangga………………………………… 
- tetangga dekat saksi karena jarak rumahnya hanya selang satu rumah dan 
masih ada hubungan keluarga dengan saksi; 
- Bahwa benar saksi ikut melayat sebentar ke rumah korban SUHARDI, 
lalu pulang untuk istirahat; 
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan 
penganiayaan terhadap pelaku pencurian TV miliknya tersebut, karena 
waktu itu saksi tidak ada di rumah dan sedang bekerja di Karanganyar. 
Terhadap keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan, sedang Penasehat 
Hukum para Terdakwa keberatan kalau keterangan tersebut dibacakan, karena 
saksi tidak disumpah dan semestinya harus hadir dipersidangan ;  
11. Saksi TRIYONO BIN HARSO Alias .LOSO, dibawah sumpah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
- Bahwa saksi mengetahui awal mulanya kejadian pada hari Jum’at 
tanggal,13 Oktober 2006 habis sholat tarawaih saksi bersama dengan 
Saliman dan kedua terdakwa duduk diprapatan kemudian didatangi oleh 
Sugiman yang memberitahu kalau rumah adiknya yang bernama Sugimin 
dimasuki pencurinya dan mengambil sebuah TV berwarna 21 inchi merk 
Toshiba.  
- Bahwa saksi membenarkan ketika berada di perempatan jalan selain saksi 
dan kedua terdakwa ada orang lain yang saksi tidak lagi dapat mengingat  
- Setelah menerima laporan dari Sugiman saksi bersama Saliman dan kedua 
terdakwa dan juga warga mencari TV   dan pencurinya di sekitar 
kampung; 
- Bahwa setelah dilakukan pencarian  disekitar kampung tidak menemukan 
TV maupun pencurinya. Baru  sewaktu saksi bersama dengan yang lain 
masih ada disawah sekitar jam 01.30 ada teriakan maling-maling dari 
sebelah utara saksi nelihat ada kelebatan orang sedang memanggul TV 
kemudian saya bersama dengan yang lain berteriak maling-maling sambil 
mengejar orang tersebut.;  
- Setelah saksi berteriak maling-maling pencurinya lari kearah selatan 
/sungai kemudian saksi  kejar bersama dengan Saliman dan kedua 
terdakwa dan   diseberang sungai sudah ada warga lain kampung  yang 
juga mengejar pencurinya, pencuri  berbalik arah dan berhadap-hadapan 
dengan saksi,Saliman dan kedua  terdakwa korban melemparkan TV  yang 
dibawanya dan kena saksi Saliman saksi  juga  di  lempar memakai 
bongkahan tanah mengenai telinga  kiri saksi, saksi balas memukul bagian 
perut, terdakwa   terus lari  saksi Saliman juga ikut memukul, Agus juga 
ikut memukul kena perut dan menginjak korban; 
- Bahwa saksi melihat  Yusroni memukul dua kali kena perut. 
- Bahwa posisi korban waktu dipukuli saksi masih ingat posisi korban masih 
berdiri dan kedua tangannya memegangi kepalanya. 
Bahwa …………………………………… 
- Bahwa  saksi melihat kedua terdakwa memukul korban dengan  tangan 
kosong dan menginjak punggung.  
- Bahwa setelah saksi dan kedua terdakwa memukuli Korban  saksi merasa 
ketakutan terus pulang kerumah, dan ditempat tersebut masih banyak 
orang   yang berdatangan, orang-orang tersebut membawa peralatan ada 
yang bawa bambu, parang dll. 
- Bahwa setelah saksi pergi dan pulang yang dilakukan orang – orang 
ditempat tersebut  juga memukuli korban. 
Terhadap keterangan saksi tersebut   para terdakwa menyatakan  benar dan 
para terdakwa  menyatakan tidak keberatan 
12. Saksi SALIMAN bin WITONO, dibawah sumpah memberikan keterangan 
yang pada pokoknya sebagai berikut :  
- Bahwa  pada hari Jum’at tanggal,13 Oktober 2006 habis sholat  tarawih 
saksi bersama dengan Triyono   dan kedua terdakwa duduk diprapatan 
kemudian didatangi oleh Sugiman yang memberitahu kalau rumah 
adiknya yang bernama Sugimin dimasuki pencurinya dan mengambil 
sebuah TV berwarna 21 inchi merk Toshiba. 
- Bahwa selanjutnya setelah menerima laporan, saksi bersama saksi 
Triyono dan kedua terdakwa mencari TV dan  pencuri nya dan juga warga 
berpencar mencari di sekitar kampung; tidak bisa menemukan TV 
maupun pencurinya. 
- Bahwa  setelah itu  mencari lagi bersama dengan yang lain masih ada 
disawah sekitar jam 01.30 ada teriakan maling-maling dan dari sebelah 
utara saksi nelihat ada kelebatan orang sedang memanggul TV kemudian 
saya bersama dengan yang lain berteriak maling-maling sambil mengejar 
orang tersebut, yang jaraknya antara saksi berempat dengan kelebatan 
orang tersebut sekitar 50 meter larinya kearah selatan. 
- Bahwa saksi berempat mengejar pencurinya lari kearah  selatan dan dari 
arah selatan dari lain desa juga ada  yang mengejar kearah utara dan 
sampai dipinggiran kali pencuri kepergok dengan pengejar dari arah 
selatan,  pencurinya balik kearah utara dan hadap-hadapan sama  saksi 
dan kedua terdakwa , jaraknya sekita 5 meteran. 
- Bahwa setelah berhadap-hadapan dengan pencuri , pencuri melempar TV 
yang dipanggulnya kearah saksi  sehingga TV jatuh, pencuri kemudian 
memukul Triyono   dengan bongkahan tanah mengenai telinga Triyono. 
- Bahwa saksi Triyono dilempar memakai bongkahan tanah mengenai 
telinga kiri Triyono balas memukul dan kena bagian perut, pencurinya 
terus lari tetapi jatuh kemudian dipukul oleh Terdakwa Agus dan 
TerdakwaYusroni. 
- Bahwa  …………………………… 
- Bahwa  saksi melihat Yusroni memukul memukul kena perut. 
- Bahwa saksi masih ingat posisi korban masih terdiri dan kedua tangannya 
memegangi kepalanya dan saksi melihat kedua terdakwa memukul korban 
dengan tangan kosong ; 
- Bahwa selain memukul bagian perut Terdakwa menginjak punggung ; 
- Bahwa saksi membenarkan reaksi korban Suhardi waktu ketahuan saksi 
kalau dia pencurinya mengumpat dengan kata-kata kasar ; 
- Bahwa saksi juga ikut memukul Suhardi kena perut dan 
menendang/nggajul kena pantatnya mukulnya keras. dua kali. 
- Bahwa saksi tidak mencegah supaya korban tidak dipukuli terus karena 
perkiraan saksi korban   akan diserahkan kepada polisi. 
- Bahwa pada waktu korban dipukuli reaksi korban Suhardi bilang ampun-
ampun.  
- Bahwa selain saksi,Triyono dan kedua terdakwa ada orang lain yang ikut 
mukul korban Suhardi dan jumlahnya sangat banyak,  saksi dan kedua 
terdakwa karena merasa ketakutan terus pulang kerumah ; 
- Bahwa waktu saksi dan kedua terdakwa pulang, ditempat tersebut masih 
banyak orang   yang berdatangan. rata-rata membawa peralatan ,ada yang 
bawa bambu,parang dll  
- Bahwa posisi korban waktu dipukuli saksi masih ingat posisi korban 
masih berdiri dan kedua tangannya memegangi kepalanya  
- Bahwa semasa korban Suhardi masih saksi setahu saksi tabiatnya suka 
mencuri harta benda milik warga. Suhardi memang sudah berulangkali 
melakukan pencurian harta benda milik warga, dan malam itu hanya 
membawa TV ; 
- Bahwa saksi membenarkan memukuli  korban Suhardi sama sekali tidak 
mempunyai  tujuan   untuk membunuh korban, karena hanya membuat 
korban merasa jera atau memberi pelajaran saja. 
- Bahwa saksi mengetahui kondisi korban terakhir korban akhirnya 
meninggal dunia saksi tidak tahu penyebab meninggalnya korban ,karena 
waktu saksi tinggal kor ban masih hidup. 
- Bahwa Terdakwa visum kematian korban saksi tidak tahu  
- Bahwa dalam gambar rekonstruksi saksi bersama kedua terdakwa 
memukul Suhardi dengan menggunakan parang ataupun potongan kayu  ,  
tetapi itu disuruh oleh penyidik supaya manut saja dengan  alasan perkara 
biar cepat selesai tapi yang benar saksi tidak melakukan itu keterangan di 
BAP dan gambar  rekonstruksi tidak benar ; 
- Bahwa saksi mencabut keterangan keterangan di BAP dan gambar  
rekonstruksi  yang benar hanya keterangan saksi yang ada didepan  
persidangan. 
- Bahwa …………………………….. 
- Bahwa saksi meminta parang yang dibawa Suyatno, karena saksi merasa 
takut kalau parang dibawa kelokasi jadi masalah, selanjutnya parang 
tersebut saksi minta saksi tancapkan ketanah  ; 
Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ; 
 Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa I AGUS SANTOSA Bin 
SENEN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
- Bahwa , Terdakwa masih ingat dengan kejadian sehingga Terdakwa 
diajukan di persidangan awal mula kejadian yaitu pada hari Jum’at 
tanggal,13 Oktober 2006 sehabis sholat tarawih  Terdakwa bersama 
Yusroni,Saliman,dan Triyono serta warga    berkumpul diprapatan 
desa,kemudian datang Sugiman  dan mengatakan kalau ada pencurian 
dirumah Sugimin dan yang hilang sebuah TV.  
- Bahwa Setelah mendapat laporan dari Sugiman kemudian sdr.Triyono   
mengembalikan sepeda motor dan kembali keprapatan   selanjutnya 
Terdakwa berempat mencari pencurinya dipinggir   kampung, selain 
Terdakwa berempat warga juga ada warga  lain yang mencari pencuri 
tersebut , sambil berteriak maling -maling. 
- Bahwa terdakwa membenarkan Selain Terdakwa berempat dan warga 
kampong  ada orang dari lain desa ; 
- Bahwa- setelah agak lama Terdakwa berempat dan warga mencari   
pencurinya dan masih berada disawah sekitar jam 01.30 wib ada teriakan 
maling-maling kemudian mencari arah  suara teriakan. kemudian 
Terdakwa berempat melihat kelebatan orang yang membawa TV dari arah 
utara lari kearah selatan dan di  kejar masa.Terdakwa berempat mengejar 
orang tersebut,pencurinya tetap  lari kearah selatan/sungai dan sampai 
disungai kepergok  massa dari arah selatan, pencuri berbalik dan berhadap 
hadapan dengan Terdakwa berempat  pencuri kemudian melempar TV  
kearah  Saliman  dan  pencuri melempar Triyono dengan bongkahan 
tanah kena telinga kirinya. 
- Bahwa kemudian - Triyono membalas memukul dan menendang, Saliman 
juga memukul dua kali , setelah korban dipukul Triyono terus lari, 
- Bahwa Terdakwa I Agus Santosa dan Terdakwa II Yusroni memukul 
memakai tangan kosong , Terdakwa I memukul beberapa kali tidak ingat 
kena bagian perut dan menginjak 1 kali pas mengenai bahu korban. 
- Bahwa Terdakwa semula tidak tahu siapa pencurinya tetapi setelah 
membalik baru tahu kalau pencurinya adalah Suhardi alias Gunung , 
Terdakwa melihat kira-kira dari jarak 10 meter ; 
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika mau tertangkap berempat 
berhadap-hadapan dengan Suhardi, ia bilang dengan kata -  kata 
kasar/umpatan "Asu " sambil memukul-memukul Triyono  
- Bahwa selain Terdakwa masih ada pelaku lain yang memukuli korban 
dengan menggunakan apa Terdakwa kurang mengetahui karena Terdakwa 
berempat terus pulang kerumah masing-masing. 
- Bahwa Terdakwa membenarkan kondisi terakhir korban meninggal dunia 
pagi itu juga, tetapi saat Terdakwa meninggalkan dilokasi kejadian korban 
masih hidup karena waktu Terdakwa berempat keluar dari lokasi Suhardi  
masih berdiri. 
- Pada waktu Terdakwa berempat dengan Terdakwa Yusroni , saksi  
Triyono dan saksi Saliman pulang kerumah masih ada oranglain yang 
kelokasi jumlahnya banyak yang Terdakwa  ingat berpapasan dengan 
Suharno dan Suyatno alias Gondrong.  
- Bahwa Terdakwa berempat tidak mengatakan apa-apa, hanya kepada 
Suyatno yang membawa parang diminta oleh Saliman dan kemudian 
ditancapkan ditanah, karena takut Suyatno nanti terlibat kejadian tersebut 
; 
- Bahwa mengenai barang bukti Terdakwa tidak tahu karena ketika 
menyerahkan diri ke Polisi Terdakwa tidak membawa apa-apa ; 
- Bahwa Terdakwa membenarkan - Terdakwa berempat tidak ditangkap 
oleh polisi tetapi menyerahkan diri setelah mendengar Suhardi meninggal 
dunia karena perasaan takut,resah dan tidak keruan merasa   bersalah. 
- Pada waktu diperiksa  penyidik tidak dipaksa atau ditekan  penyidik tapi 
karena perasaan bingung saja Terdakwa tanda tangan ; 
- Bahwa - dalam rekonstruksi memang memukul memakai kayu   tetapi itu 
saran dari penyidik disuruh manut saja biar  perkaranya cepat selesai, 
padahal sebenarnya Terdakwa tidak memukul , Terdakwa memukul pakai 
tangan kosong saja kena bagian perut dan juga menginjak kebagian  
punggung. 
- Bahwa waktu memukul Suhardi tidak ada niat membunuh maka  
memukul dengan tangan kosong dan ditujukan kearah  perut. 
- Bahwa Terdakwa menegaskan keterangan yang benar adalah keterangan 
yang diberikan dipersidangan ;  
 Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa II YUSRONI Bin DAHLAN 
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 
- Bahwa Terdakwa II masih ingat awal mula kejadian perkara ini hari 
Jum’at tanggal,13 Oktober 2006 Terdakwa II  bersama teman yaitu 
Triyono,Agus dan Saliman  sehabis holat tarawih kumpul-kumpul 
diprapatan dan kemudian datang Sdr.Sugiman yang memberi kabar kalau 
TV milik Sugimin hilang dicuri orang.Triyono kemudian pulang terlebih 
dahulu mengembalikan sepeda motornya, setelah Triyono kembali 
keprapatan selanjutnya mencari TV dan pencuri disekitar  
desa …………………………………… 
 desa sampai dipinggiran desa,dan disawah; 
- Bahwa selain Terdakwa II berempat warga lain juga ada yang ikut 
mencari TV dan pencurinya 
- Bahwa setelah mencari tidak ketemu Terdakwa II berempat istirahat  dan 
kemudian sekitar jam 01.30 Wib.dari arah timur  ada teriakan maling-
maling dan setelah itu Terdakwa II berempat melihat kelebatan orang lari 
kearah selatan sambil membawa TV 
- Bahwa setelah Melihat kelebatan orang tersebut Terdakwa II berempat 
bisa mengejar orang tersebut sampai di  pinggir sungai, setelah orang 
tersebut sampai dipinggiran sungai dan di  sebelah selatan juga ada orang 
yang mengejar orang ter  sebut berbalik arah dan berhadap-hadapan 
dengan Terdakwa II berempat. 
- Bahwa  setelah berhadap-hadapan orang tersebut ternyata Suhardi 
kemudian TV yang dibawanya dilemparkan kearah kami berempat dan 
melempar Triyono dengan bongkahan tanah sambil mengumpat dengan 
kata-kata “ ASU “  kemudian Suhardi dipukul oleh Agus lari terjatuh 
karena kejerat kayu dan selanjutnya  Terdakwa II pukul. 
- Bahwa Terdakwa II mukul dua kali dari samping kena perut,pinggang 
Suhardi posisinya masih berdiri dan kedua tangannya  memegangi 
kepalanya, setelah itu saya berempat keluar dari lokasi, datang masa 
beramai-ramai ada yang bawa kayu dan alat lain Terdakwa II tidak 
memperhatikan ;  
- Bahwa waktu memukul Suhardi tidak ada niat membunuh maka  
memukul dengan tangan kosong dan ditujukan kearah  perut. 
- Bahwa - dalam rekonstruksi memang memukul memakai barang bukti 
yang diajukan dipersidangan ini   tetapi itu saran dari penyidik disuruh 
manut saja biar  perkaranya cepat selesai, padahal sebenarnya Terdakwa 
tidak memukul pakai alat itu , Terdakwa memukul pakai tangan kosong 
saya memukul hanya memberi pelajaran supaya Suhardi  merasa kapok ;  
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang Suhardi sering melakukan 
pencurian harta milik warga dikampung. 
- Bahwa Terdakwa II sendiri pernah jadi korban pencurian yang diduga 
dilakukan oleh korban ;  
- Bahwa Terdakwa menegaskan keterangan yang benar adalah keterangan 
yang diberikan dipersidangan 
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dengan barang bukti yang diperlihatkan 
dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti 
sebagaimana tersebut  dimuka ternyata telah dilakukan penyitaan secara syah 
menurut hukum sehingga  
dapat …………………………………… 
dapat dijadikan sebagai pendukung pembuktian ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan 
terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh 
fakta-fakta hukum sebagai berikut :  
1. Bahwa  hari Jum’at tanggal, 13 Oktober 2006 Saksi Sugiman memberitahukan 
kepada warga bahwa dirumah adiknya yang bernama Sugimin telah 
kehilangan Televisi ; 
2. Bahwa setelah mengetahui adanya peristiwa tersebut warga termasuk 
Terdakwa I Agus Santosa bin Senen dan Terdakwa II Yusroni bin Daliman 
ikut mencari TV dan  pencurinya ; 
3. Bahwa setelah beberapa lama mencari sekitar jam sekitar jam 01.30 Wib.dari 
arah timur  ada teriakan maling-maling dan setelah itu Terdakwa I dan 
Terdakwa II yang ketika itu bersama dengan saksi Saliman Triyono, berempat 
melihat ada sosok orang lari kearah selatan sambil membawa TV, kemudian 
berempat bisa mengejar orang tersebut sampai di  pinggir sungai, setelah 
orang tersebut sampai dipinggiran sungai dan di  sebelah selatan juga ada 
orang yang mengejar orang ter  sebut berbalik arah dan berhadap-hadapan 
dengan Terdakwa II berempat. 
4. Bahwa  setelah berhadap-hadapan orang tersebut yang ternyata diketahui oleh 
para Terdakwa bernama Suhardi   melemparkan TV yang dibawanya kearah 
para Terdakwa ; 
5. Bahwa saat Saksi  Triyono mendekat untuk menangkap Suhardi tiba Suhardi 
menghantamkan bongkahan tanah kering sambil mengumpat dengan kata-kata 
kasar , Saksi Triyono membalas memukul dan menendang Suhardi demikian 
pula saksi Saliman memukul dua kali kearah badan korban  ; 
6. Bahwa Terdakwa I Agus sempat memukul korban dengan tangan kosong 
beberapa  kali dan menginjak  beberapa kali mengenai bahu korban, korban 
lari terjatuh karena terjerat kayu dan selanjutnya  Terdakwa II ikut memukul 
Suhardi dua kali dari samping kena perut dan pinggang 
7. Bahwa setelah itu Terdakwa I dan II bersama saksi Triyono dan Saksi Saliman 
meninggalkan tempat kejadian dan pada saat itu keadaan korban masih 
mampu berdiri , baru kemudian  datang masa yang tidak dikenal  menghajar 
korban dengan menggunakan kayu dan peralatan lain ; 
8. Bahwa kesokan harinya setelah sholat subub Para Terdakwa  baru mengetahui 
korban meninggal dunia ; 
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersalahkan seseorang telah 
melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang 
didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; 
 Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan 
dakwaan yang disusun secara Subsidaritas  yaitu dakwaan Primair pasal 338 jo. 
Pasal 55 ayat 1 ke - 1  KUHP Subsidair Pasal 170 ayat 2 ke - 3  KUHP ; 
Menimbang, bahwa………………………… 
 Menimbang, selanjutnya Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair pasal 338 jo. Pasal 
55 ayat 1 ke - 1  KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagi berikut  
1. Barang siapa “ 
2. dengan sengaja  
3. menghilangkan nyawa orang lain  
Ad. 1 Unsur barang siapa 
 Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan unsure “barang siapa ´ adalah 
menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung 
jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya 
mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.  Atau 
dapat pula diidentikan dengan “setiap orang “ dalam terminology kata “ Barang 
siapa “ atau “ hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau 
setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban) yang dapat 
diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;  
 Menimbang, bahwa dengan demikian secara histories kronologis manusia 
sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung 
jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ; 
 Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka 
kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu 
dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemapuan 
bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting 
(MvT) ; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, 
keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 
27 Desember  2006, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2007 , 
Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan pemeriksaan identitas Para 
terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang 
dalam perkara ini, serta pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan 
persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri 
Boyolai adalah terdakwa I AGUS SANTOSA BIN SENEN dan Terdakwa II 
YUSRONI BIN DALIMAN ,  maka jelaslah sudah pengertian “Barang siapa “ 
yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa I AGUS SANTOSA BIN 
SENEN dan Terdakwa II YUSRONI BIN DALIMAN, yang dihadapkan 
kepersidangan Pengadilan Negeri Boyolali sehingga Majelis Hakim berpendirian 
unsur “Barang siapa ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum 
; 
Ad. 2 Unsur dengan sengaja ; 
 Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” adalah satu-satunya unsure subyektif dalam pasal ini, dimana untuk 
dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dilihat mengenai sikap batin pelaku. Dan pengertian dengan sengaja 
terkait erat dengan unsure berikutnya yaitu unsure menghilangkan nyawa orang lain , sehingga untuk singkat dan  
ringkasnya ……………………………….. 
ringkasnya pertimbangan putusan ini, unsure ke 3 akan sekaligus dipertimbangkan ; 
 Menimbang  bahwa dalam teori kesengajaan ada 3 (tiga ) macam bentuk 
kesengajaan dalam hukum pidana yaitu : 
1. Kesengajaan dengan maksud ; 
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian ; 
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan ; 
Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam mengartikan suatu 
“kesengajaan” adalah tidak bijaksana jika kita mengartikan suatu kesengajaan 
dalam pengertian yang terlalu sempit, yaitu “ kesengajaan dengan maksud “ saja, 
karena hal ini berarti suatu kesengajaan ditentukan semata-mata oleh pengakuan 
dari pelaku akan sikap batin atau niatnya untuk menimbulkan suatu akibat tertentu 
yaitu kematian dari orang lain, akan tetapi kita juga harus mengartikannya 
“Kesengajaan”dengan pengertian yang lebih luas sampai pada pengertian “ 
kesengajaan dengan kesadaran kemugkinan “ dimana dalam pengertian  bentuk 
kesengajaan seperti ini si pelaku sebenarnya tidak punya niat untuk menimbulkan 
matinya korban tetapi sipelaku sadar dan mengetahui bahwa apabila ia melakukan 
perbuatan tersebut besar kemungkinan mengakibatkan matinya korban ; 
 Menimbang dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui ; 
- Bahwa saat Saksi  Triyono mendekat untuk menangkap Suhardi tiba Suhardi 
menghantamkan bongkahan tanah kering sambil mengumpat dengan kata-kata 
kasar , Saksi Triyono membalas memukul dan menendang Suhardi demikian 
pula saksi Saliman memukul dua kali kearah badan korban  ; 
- Bahwa Terdakwa I Agus sempat memukul korban dengan tangan kosong 
beberapa  kali dan menginjak  1 kali mengenai bahu korban. Korban lari 
terjatuh karena terjerat kayu , selanjutnya  Terdakwa II ikut memukul Suhardi 
dua kali dari samping kena perut dan pinggang 
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan II bersama saksi Triyono dan Saksi Saliman 
meninggalkan tempat kejadian keadaan korban masih mampu berdiri dan pada 
saat itu pula datang masa yang tidak dikenal  menghajar korban , dengan 
menggunakan kayu dan peralatan lain yang tidak diperhatikan oleh para 
Terdakwa ; 
Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa I dan II , saksi Saliman dan 
Saksi Triyono  dipersidangan menyatakan mereka tidak mempunyai niat untuk 
membunuh korban Suhardi tetapi untuk memberi pelajaran agar tidak mencuri 
lagi ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repetum dari Laboratorium 
Forensik Universitas Sebelas Maret Surakarta No. 60/MF/X/2006 yang dibuat dan 
ditanda tangani oleh dr Budiyanto, Sp.F dengan kesimpulan korban Suhardi alias 
Gunung meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang dasar 
tengkorak oleh karena kekerasan benda tajam pada kepala . Perkiraan saat 
kematian 12 sampai 24 jam yang lalu  
13 Oktober ……………………………… 
 
(13 Oktober 2006 jam 19.30 sampai 14 Oktober 2006 jam 07.30 Wib) ; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah  
perbuatan Terdakwa I Agus Santosa yang memukul badan korban dengan 
tangan kosong berulang kali dan menginjak pada bagian punggung belakang 
korban 1 kali kemudian  Terdakwa II Yusroni memukul korban 2 kali dengan 
menggunakan tangan kosong mengenai punggung dan perut korban, juga 
perbuatan saksi Triyono yang memukul korban dengan tangan kosong 2 kali 
dan saksi Saliman juga memukul korban 2 kali dengan tangan kosong adalah 
sebagai penyebab kematian korban? akan dipertimbangkan sebagai berikut ; 
Menimbang, bahwa kematian korban Suhardi alias Gunung sebagaimana 
tersebut dalam Visum Et Repetum dari Laboratorium Forensik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta No. 60/MF/X/2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 
dr Budiyanto, Sp.F dengan kesimpulan korban meninggal karena kerusakan 
jaringan otak akibat pecahnya tulang dasar tengkorak oleh karena kekerasan 
benda tajam pada kepala. Dari kesimpulan tersebut sudah cukup jelas bahwa 
perbuatan sebagaimana disebutkan diatas bukan sebagai sebagai penyebab kausal 
matinya korban, akan tetapi justru fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa 
massa yang tidak dapat dikenali oleh para Terdakwa ( atau massa yang tidak 
teridentifikasi ) jumlahnya banyak dengan membawa peralatan melakukan 
pemukulan terhadap korban Suhardi sebagai penyebab utama matinya korban 
Suhardi ; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan 
Penasehat Hukum Para Terdakwa sepanjang mengenai tidak terbuktinya unsure dengan sengaja menghilangkan 
nyawa orang lain secara sah menurut hukum ; 
 Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa I dan 
Terdakwa II harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut; 
 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memepertimbangkan dakwaan  Subsidair Pasal 170 ayat 2 ke - 3  
KUHP yang mengandung unsure – unsure sebagai berikut: 
1. barang siapa 
2. dimuka umum  
3. bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ; 
4. Kalau kekerasan itu menyebabkan matinya orang  
Ad. 1 Unsur Barang siapa ; 
 Menimbang, bahwa unsure barang siapa telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan Primair 
diatas terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsure 
ad. 1 barang siapa  
dalam ………………………………………... 
dalam pertimbangan dakwaan Primair menjadi bagian untuk mempertimbangkan unsure barang siapa dalam dakwaan 
Subsidair berpendapat unsure ad. 1 Barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum ; 
Ad. 2 Unsur dimuka umum  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan  “ dimuka umum “ adalah 
ditempat dimana public dapat melihatnya ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Saliman dan Saksi Triyono 
melakukan pemukulan terhadap korban Suhardi alias Gunung dilakukan di tengah 
sawah sebelah barat Dukuh Sawit , Desa Sindon , Kecamatan Ngemplak , 
Kabupaten Boyolali ; 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan  lokasi ditengah sawah 
tersebut telah jelas bahwa yang dimaksud dimuka umum dalam unsure ini adalah 
tempat terbuka sehingga public atau setiap orang dapat melihat , melewati atau 
menggunakan tempat atau melihat kearah atau tempat ruang tersebut, berdasarkan 
pada pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim unsure ad. 2 dimuka 
umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ; 
Ad. 3 Unsur  bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ; 
 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan  kekerasan dalam unsure ini sama dengan kekerasan sebagaimana 
yang dimaksud dalam pasal 89 yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah , 
misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak , menendang dan sebagainya 
ditujukan kepada orang atau barang. Sedangkan bersama-sama dimaksudkan sebagai sedikit-dikitnya dua orang atau 
lebih; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan  
Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2006 sekitar jam sekitar jam 01.30 Wib.dari 
arah timur  ada teriakan maling-maling dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa 
II yang ketika itu bersama dengan saksi Saliman dan saksi Triyono, berempat 
melihat ada sosok orang lari kearah selatan sambil membawa TV, kemudian 
berempat bisa mengejar orang tersebut sampai di  pinggir sungai, setelah orang 
tersebut sampai dipinggiran sungai dan di  sebelah selatan juga ada orang yang 
mengejar orang tersebut berbalik arah dan berhadap-hadapan dengan Terdakwa II 
berempat. Saat Saksi  Triyono mendekat untuk menangkap Suhardi tiba Suhardi 
menghantamkan bongkahan tanah kering sambil mengumpat dengan kata-kata 
kasar , Saksi Triyono membalas memukul dan menendang Suhardi demikian pula 
saksi Saliman memukul dua kali kearah badan korban. Terdakwa I Agus sempat 
memukul korban dengan tangan kosong beberapa  kali dan menginjak  1 kali 
mengenai bahu korban. Korban lari terjatuh karena terjerat kayu , selanjutnya  
Terdakwa II ikut memukul Suhardi dua kali dari samping kena perut dan 
pinggang ; 
Menimbang…………………………….. 
 Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui 
dalam melakukan pemukulan tersebut dengan tenaga yang kuat karena para 
Terdakwa sudah jengkel dengan seringnya terjadi pencurian didesa para 
Terdakwa ; 
 Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa 
Terdakwa I Agus Santosa dan Terdakwa II Yusroni bersama dengan saksi 
Saliman dan Triyono benar telah melakukan pemukulan serta menginjak dengan 
tenaga yang tidak kecil terhadap korban Suhardi alias Gunung, Perbuatan 
memukul,  menginjak oleh Para Terdakwa dan saksi Saliman serta saksi Triyono 
terbukti dilakukan oleh dua orang atau lebih , berdasarkan hal-hal tersebut Majelis 
Hakim berpendapat unsure. Ad. 3 bersama-sama melakukan kekerasan 
terhadap orang atau barang telah terpenuhi oleh diri dan perbuatan 
Terdakwa , terbukti secara sah menurut hukum ; 
Ad. 4 Unsur  Kalau kekerasan itu menyebabkan matinya orang  
Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan Primair telah 
terungkap kematian korban Suhardi alias Gunung sebagaimana tersebut dalam 
Visum Et Repetum dari Laboratorium Forensik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta No. 60/MF/X/2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Budiyanto, 
Sp.F dengan kesimpulan korban meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat 
pecahnya tulang dasar tengkorak oleh karena kekerasan benda tajam pada kepala. 
Sehingga yang menjadi permasalahan mendasar adalah apakah kekerasan yang 
dilakukan oleh Terdakwa I Agus santosa bin Senen , Terdakwa II Yusroni Bin 
Daliman , saksi Saliman dan Saksi Triyono mengakibatkan kematian korban ?  
Menimbang, bahwa keadadaan luka korban telah secara rinci tersebut 
dalam Visum Et Repetum dari Laboratorium Forensik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta No. 60/MF/X/2006 dengan kesimpulan korban meninggal karena 
kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang dasar tengkorak, apabila hal 
tersebut dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa I Agus Santosa bin Senen , 
Terdakwa II Yusroni Bin Daliman , saksi Saliman dan Saksi Triyono sebagaimana 
telah terbukti dipertimbangkan dalam pertimbangan unsure ad. 3 bersama-sama 
melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, apakah benar dengan 
perbuatan Terdakwa I Agus santosa bin Senen , Terdakwa II Yusroni Bin 
Daliman , saksi Saliman dan Saksi Triyono tersebut mengakibatkan kematian 
korban ?  
Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Agus Santosa 
memukul badan korban dengan tangan kosong berulang kali dan menginjak 
pada bagian punggung belakang korban 1 kali kemudian  Terdakwa II Yusroni 
memukul korban 2 kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai 
punggung dan perut korban, juga perbuatan saksi Triyono yang memukul 
korban dengan tangan kosong 2 kali dan saksi Saliman juga memukul korban 
2 kali dengan tangan kosong, akibat dari perbuatan  
perbuatan ……………………………. 
perbuatan tersebut ternyata jejas luka atau keadaan yang diakibatkan oleh 
kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I Agus santosa bin Senen , Terdakwa 
II Yusroni Bin Daliman , saksi Saliman dan Saksi Triyono tidak  teridentivikasi 
dalam Visum Et Repetum atau mempunyai hubungan dengan keadaan luka yang 
disebutkan dalam Visum Et Repetum dari Laboratorium Forensik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta No. 60/MF/X/2006 yang menyimpulkan korban 
meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang dasar tengkorak 
oleh karena kekerasan benda tajam pada kepala. Perbuatan kekerasan yang 
dilakukan oleh Terdakwa I Agus santosa bin Senen , Terdakwa II Yusroni Bin 
Daliman , saksi Saliman dan Saksi Triyono dilakukan dengan tangan kosong 
kearah badan korban Suhardi alias Gunung bukan ke arah kepala korban, sehingga 
dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa matinya korban Suhardi 
alias Gunung bukan karena pukulan atau injakan (kekerasan) yang dilakukan oleh 
Terdakwa I Agus santosa bin Senen , Terdakwa II Yusroni Bin Daliman , saksi 
Saliman dan Saksi Triyono ; 
Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis menyimpulkan apakah 
Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ataukah tidak, 
berikut Majelis Hakim akan mencermati hal-hal yang menurut  hemat Majelis 
Hakim perlu untuk dipertimbangkan yaitu pada Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut 
Umum, ( halaman 19 ) berpendapat  Unsur kalau kekerasan itu menyebabkan 
matinya orang tidak dapat dibuktikan yang kemudian merujuk pada 
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.675K/Pid/1987, tanggal 21-03-
1989 , sementara dalam kesimpulannya Jaksa Penuntut Umum hanya memohon 
untuk membebaskan Terdakwa I Agus Santoso bin Senen dan Terdakwa II 
Yusroni Bin Daliman dari dakwaan Primair Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 
KUHP saja,  tidak  membebaskan pula Terdakwa dari dakwaan Subsidair yang 
nyata-nyata tidak dapat dibuktikan. Tidak disebutkannya Pembebasan dakwaan 
Subsidair secara tegas tersebut dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, akan 
menimbulkan kesan seolah-olah dakwaan Subsidair tersebut terbukti, yang 
tentunya akan sangat merugikan dan menimbulkan ketidak adilan bagi Para 
Terdakwa , karena jelas ancaman pidana yang tersebut dalam Pasal dakwaan 
Subsidair Pasal 170 ayat 2 ke - 3  KUHP berbeda lebih berat diibanding  dengan 
ancaman pidana  Pasal 170 ayat 1 dan 2 ke 1 KUHP  
Menimbang, berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas  karena salah satu 
unsure dari dakwaan Subsidair tidak terpenuhi maka Terdakwa I Agus Santosa 
bin Senen dan Terdakwa II Yusroni bin Dahlan harus dibebaskan dari dakwaan 
Subsidair tersebut ; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga akan mempertimbangkan 
pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa (halaman 33) yang pada pokoknya 
tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang penambahan Pasal 
tambahan pasal 170 ayat 1 dan 2 ke 1 KUHP tidak ada landasan dan dasar hukum 
yang kuat sehingga harus dikesampingkan, dengan mendasarkan pada alasan : 
- Bahwa system peradilan hukum Negara di Indonesia tidak menganut system 
preseden,  
karena ………………………………………. 
karena setiap Majelis Hakim diberi kebebasan berdasar keobyektifan dalam 
menilai suatu perkara. Oleh karenanya dalam setiap perkara Hakim bebas 
memutus tidak terikat pada Yurisprudensi ; 
- Majelis hakim harus benar-benar dan cermat dalam menilai dan 
mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama proses 
persidangan, dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan 
dalam putusan, maka ia harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah 
ditentukan Undang-undang secara limitative sebagaimana dalm pasal 184 
KUHAP ;…… dan seterusnya ; 
 Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Jaksa Penuntut Umum 
menyatakan tetap pada tuntutannya dengan mengemukakan alasan bahwa 
Yurisprudensi adalah sumber hukum pula ; 
 Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim 
mengambil sikap dan berpandangan bahwa Hakim bukanlah corong dari Undang-
undang saja atau hakim jangan sampai terjebak dalam pandangan yang bersifat 
legal formalistik seperti yang diungkapkan Max Weber bahwa legitimasi hukum 
hanya ditentukan oleh hukum itu sendiri, tetapi hakim harus mampu menangkap 
hal yang bersifat philosophical essencial seperti yang diungkapkan Jurgen 
Habermas bahwa legitimasi hukum ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma 
moral yang bersifat esensial, prinsipil, dan substantive dengan kata lain  Majelis 
Hakim akan memakai frame PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF yang 
berintikan kemampuan menentukan bagaimana suatu peraturan hukum dibaca dan 
diterjemahkan sehingga mampu menangkap juga proses pengadilan yang 
melingkupi determinasi dan compasision, sehingga dalam perkara ini akan 
melihat suatu perbuatan dari pelaku tidak hanya semata-mata hanya dalam artian 
atau konteks formal saja tetapi juga material yang cenderung positif ;  
 Menimbang, bahwa meskipun dakwaan Subsidair tidak terbukti karena  salah satu unsure. Kalau kekerasan itu 
menyebabkan matinya orang tidak terbukti,  akan tetapi . unsure 1 barang siapa. 2 dimuka umum dan. 3. bersama-
sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terbukti, dimana ketiga unsure tersebut adalah unsure 
yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (1),  yang masih satu jenis dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka telah 
cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure-unsur Pasal 170 ayat (1),   
meskipun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; 
 Menimbang, bahwa dengan uraian diatas Majelis tidak sependapat dengan  keberatan Penasehat Hukum 
Terdakwa oleh karenanya keberatan tersebut akan dikesampingkan; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim dengan memperhatikan Yurisprudensi Putusan 
Mahkamah Agung RI No.675K/Pid/1987, tanggal  
21-03-1989  ………………………………….  
21-03-1989   berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I Agus Santosa bin Senen dan Terdakwa II Yusroni bin Dahlan 
telah memenuhi seluruh unsure-unsur pasal 170 ayat (1)   yang tidak didakwakan ; 
Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan  tidak menemukan adanya 
hal-hal yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa baik alasan pemaaf 
maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan  terdakwa maka mereka para 
Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan 
perbuatannya ; 
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang 
adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan berikut akan dipertimbangkan hal 
hal sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum  meminta 
kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada Para 
Terdakwa  dengan hukuman 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa 
penahanan yang telah dijalani oleh  Para Terdakwa;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan berapa 
lama hukuman yang tepat sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa  yang 
sesuai dengan kesalahannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah 
cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat , ataukah mungkin masih kurang 
sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa , maka untuk 
menjawab hal ini menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan 
segala aspek selain dari aspek yuridis, juga akan dipertimbangkan aspek- aspek 
yang lain terutama bila dihubungkan dengan filsafat pemidanaan, dimana 
pertimbangan  tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan sebagai pertanggung 
jawaban Majelis kepada Masyarakat , Ilmu Hukum, rasa keadilan dan kepastian 
hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa ;   
Menimbang, bahwa aspek Yuridis telah dipertimbangkan diatas, bahwa 
perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti baik dalam dakwaan Primair maupun 
Subsidair, akan tetapi terbukti memenuhi unsure pasal 170 ayat (1) KUHP yang 
tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai ancaman pidana 
lebih ringan dari dakwaan Primair maupun Subsidair yang tidak terbukti tersebut. 
Bahwa matinya korban bukan karena perbuatan para Terdakwa melainkan 
perbuatan massa yang tidak teridentifikasi sehingga  tidaklah adil dan  bijaksana 
apabila kesalahan tersebut hanya semata-mata ditimpakan atau dibebankan kepada 
Para Terdakwa saja ; 
Menimbang, bahwa sikap dan kemauan para Terdakwa yang telah secara 
suka rela menyerahkan diri kepada Pihak yang berwajib, sebagai bentuk 
pengakuan para Terdakwa dan keinginan untuk mempertanggung jawabkan 
perbuatan karena  Para Terdakwa merasa telah melakukan pemukulan terhadap 
korban, fakta tersebut tidaklah adil bila  dikesampingkan begitu saja, atau malah 
justru menjadi bumerang bagi para Terdakwa  
dianggap ……………………………………… 
dianggap sebagai pelaku utama yang mengakibatkan korban mengalami luka 
ataupun meninggal dunia, sehingga menjadi alasan atau dasar pembenar untuk 
menjatuhkan pidana yang seberat – beratnya kepada para Terdakwa, hal tersebut 
jelas bertentangan dengan rasa keadilan dan kebenaran itu sendiri. Selanjutnya 
menurut hemat Majelis Hakim adanya fakta tersebut patut untuk dipertimbangkan 
sebagai sesuatu hal yang meringankan hukuman bagi para Terdakwa, karena hal 
tersebut menunjukkan adanya kesadaran hukum para Terdakwa, untuk 
mempertanggung jawabakan perbuatannya,  yang apabila dihubungkan dengan 
tujuan Pemidanaan itu sendiri, tujuan pemidanaan pada dasarnya bukan balas 
dendam melainkan bersifat mendidik untuk mencegah dilakukannya tindak pidana 
dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, sehingga 
hukuman yang akan ditentukan oleh Majelis dalam bagian amar putusan ini  
sudah selaras dengan filosofi pemidanaan itu sendiri ; 
Menimbang, bahwa dengan demikian Hukuman yang akan disebutkan 
dalam bagian amar putusan ini dianggap oleh Majelis telah adil dan bijaksana 
sesuai dengan rasa keadilan 
Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas berikut secara umum juga akan 
dipertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankankan 
hukuman bagi terdakwa ;  
Hal-hal yang memberatkan : 
Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri ; 
Hal-hal yang meringankan : 
· Para Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji 
tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; 
· Para Terdakwa bersikap sopan , memberikan keterangan dangan jujur 
tidak berbelit-belit  sehingga memperlancar jalannya persidangan ; 
· Para Terdakwa masih muda usia diharapkan masih dapat memperbaiki 
perbuatannya dikelak kemudian  hari  ; 
Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa 
penahanan yang dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang 
dijatuhkan : 
Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk 
mengalihkan , menangguhkan atau menghentikan penahanan yang kini dijalani 
oleh terdakwa  maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan  
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas hukuman yang akan 
disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana 
sesuai dengan rasa keadilan ; 
 Menimbang, bahwa  mengenai barang bukti berupa  1 (satu) buah TV 
Merk Toshiba berwarna 21 inchi, akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut 
Umum untuk ditentukan statusnya dalam perkara perkara lain , 2 (dua) batang 
kayu dengan panjang 1 (satu) meter,  
dirampas………………………………..  
dirampas untuk dimusnahkan ; 
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi 
hukuman maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ; 
Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP pasal 197 KUHAP serta 
peraturan hukum lain yang bersangkutan ; 
 
M E N G A D I L I 
 
1. Menyatakan Terdakwa I AGUS SANTOSO Bin SENEN dan Terdakwa II 
YUSRONI Bin DALIMAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan 
dakwaan Susidair ; 
2. Membebaskan Terdakwa I AGUS SANTOSO Bin SENEN dan Terdakwa II 
YUSRONI Bin DALIMAN dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair 
tersebut ; 
3. Menyatakan Terdakwa I AGUS SANTOSO Bin SENEN dan Terdakwa II 
YUSRONI Bin DALIMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama 
melakukan kekerasan terhadap orang ; 
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu  dengan 
pidana penjara  
selama………………………………………………………………………… ; 
 
5. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan 
sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
 
6. Menetapkan  para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
 
7. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah TV Merk Toshiba 
berwarna 21 inchi, akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk 
ditentukan statusnya dalam perkara perkara lain , 2 (dua) batang kayu dengan 
panjang 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan ; 
. 
8. Membebani para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ) ; 
      
Demikianlah  diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim 
pada hari   Kamis   , tanggal 22 Maret 2006 oleh Kami: PRASETYO IBNU 
ASMARA, SH. MH , sebagai Hakim Ketua Majelis, DARIUS NAFTALI, SH  
dan ANRY WIDYO LAKSONO, SH  masing-masing  sebagai   Hakim Anggota,   
putusan mana  diucapkan  dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu 
juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim 
Anggota, dengan dibantu oleh MUCHLASIN Panitera  
Pengganti ……………………………….. 
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ANON PRIHATNO, SH. 
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali , Penasehat Hukum para 
Terdakwa dan dihadapan para terdakwa;  
 
 
 
 
HAKIM –HAKIM  ANGGOTA                              HAKIM KETUA 
 
 
 
 
     DARIUS NAFTALI  , SH                                 PRASETYO IBNU 
ASMARA, SH. MH 
 
 
 
 
 
ANRY WIDYO LAKSONO, SH                                    PANITERA 
PENGGANTI 
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